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ABSTRAK
ROSLAN. E111 12 270. Mutasi Jabatan PNS Pemerintah Daerah
Kabupaten Bone 2013-2015. Dibawah bimbingan Armin Arsyad sebagai
Pembimbing I dan Andi Naharuddin sebagai Pembimbing II.
Budaya birokrasi di Indonesia masih cenderung kental dengan praktik-
pratik patrimonialis dan paternalis, terutama terkait persoalan mutasi yang
lebih karena pertimbang kekerabatan, pertemanan, ataupun hubungan
balas jasa yang dilakukan dalam mengangkat. Sama halnya yang terjadi
di Kabupaten Bone ada indikasi yang menunjukkan bahwa Bupati sebagai
Kepala Pembina Kepegawaian Daerah dalam melakukan mutasi lebih
karena pertimbangan kedekatan dan balas jasa kepada pihak yang
dianggap punya peran dalam memenangkan Beliau pada saat kontestasi
Pilkada 2013 lalu. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana
mutasi di Pemda Kabupaten Bone dan Peran tim sukses dalam mutasi di
Pemda Kabupaten Boen. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan
mutasi jabatan PNS di Pemerintah daerah Kabupaten Bone 2013-2015
serta untuk menggambarkan peran tim sukses dalam mutasi jabatan PNS
di Pemerintah daerah Kabupaten Bone.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian
deskriptif untuk penganalisaaan yang lebih mendalam terhadap gejala
yang terjadi. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bone dengan jenis data
berupa data primer dan data sekunder. Instrumen penelitian yang
digunakan ialah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data
melalui wawancara serta telaah dokumen.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses mutasi yang dilakukan di
Kabupaten Bone pada jilid pertama tidak lepas dari kontestasi Pilkada,
beberapa pihak yang berjasa kepada Bupati diberikan jabatan strategis,
sedangkan pada mutasi jilid kedua lebih ke investasi untuk menghadapi
Pilkada selanjutnya dengan merangkul kembali beberapa lawan politik
Bupati. Serta tim sukses atau tim loyalis yang berjasa dalam
memenangkan Bupati saat Pilkada berperan dalam proses mutasi di
Kabupaten Bone, dengan mempengaruhi keputusan Bupati dalam
melakukan mutasi. Selain itu banyak dari mereka diberikan jabatan
struktural di Pemerintahan daerah kabupaten Bone. Hal ini menunjukkan
proses mutasi di Kabupaten lebih cenderung kearah spoil system.
Kata kunci : Birokrasi, Jabatan Struktural,  Mutasi
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ABSTRACT
ROSLAN. E111 12 270. Mutation Position PNS District Government Bone
2013-2015. Under the guidance of Armin Arsyad as Supervisor I and Andi
Naharuddin as Supervisor II.
Bureaucratic culture in Indonesia still tend to be lumpy with ulcerative
patrimonialis practices and paternalist, related especially because
mutations over considerations of kinship, friendship, or relationship
remuneration is done in uplifting. Just as happened in Bone regency is no
indication that the Regent as head coaches in the Regional Personnel
transferring more because considerations of proximity and fringe benefits
to those who are considered to have a role in winning the election He was
at the time of contestation in 2013 then. The problems of this research is
how mutations in the District Government Role of Bone and successful
teams in mutation in the District Government Boen. This study aims to
describe mutations in positions of civil servants in local government Bone
regency 2013-2015 and to illustrate the role of a successful team in the
transfer positions of civil servants in local government Bone regency.
This study uses a qualitative method with descriptive type to
penganalisaaan closer look at the symptoms that occur. The study was
conducted in Bone regency with the type of data in the form of primary
data and secondary data. The research instrument used was a field
research with data collection through interviews and review of documents.
The results of this study indicate that the mutation process performed in
Bone regency in the first volume can not be separated from the
contestation of the elections, some parties who contributed to the regent
given strategic positions, whereas mutations in the second volume is more
to investment to face elections next by reaching back several political
opponents Regent , As well as a successful team or a team of loyalists
were instrumental in winning Regent during the elections play a role in the
process of mutation in Bone regency, to influence the decision of the
Regent in a mutation. Moreover many of them are given the structural
position in the government district Bone. This indicates mutations in the
District more inclined towards the spoil system.
Keywords: Bureaucratic, Structural Position, Mutation
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Budaya birokrasi dapat digambarkan sebagai sebuah sistem atau
seperangkat nilai yang memiliki simbol, orientasi, nilai, keyakinan
pengetahuan, dan pengalaman kehidupan yang terinternalisasi ke dalam
pikiran. Seperangkat nilai tersebut diaktualisasikan dalam sikap, oleh
setiap anggota dari sebuah organisasi yang dinamakan birokrasi. Setiap
aspek dalam kehidupan organisasi birokrasi selalu bersinggungan dengan
aspek budaya masyarakat setempat.1
Budaya birokrasi yang terjadi di Indonesia terjebak dalam sejarah
politik lokal. Nilai-nilai politik jawa masih sangat berpengaruh, dominasi
tradisional yang menempatkan raja sebagai pemangku kekuasaan
tertinggi, dan memiliki hak-hak istimewa untuk menempatkan aparat-
aparat dalam birokrasi. Struktur tradisional itu menguat bahkan mengakar
hingga saat ini. Pada zaman Orde Baru dibawah kendali Presiden
Soeharto kembali memperlihatkan budaya birokrasi yang sangat
otorotarian dan sentralistik.
Perubahan sosial politik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998
setelah reformasi berguling yaitu tergantinya sistem sentralisasi menjadi
desentralisasi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
1 Dapat dilihat pada http://analisasederhanasatrio.blogspot.com./2014/12/analisa-tentang-
budaya-birokrasi.htmldiakses pada tanggal 27 Maret 2016
2tentang Pemerintah daerah menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun
1974, lalu disempurnakan lagi melalui Undang-Undang No. 32 Tahun
20042 dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah
untuk mengurusi daerah mereka masing-masing. Peraturan tersebut
masih belum mampu mengubah kondisi budaya birokrasi di Indonesia.
Fenomena yang berkembang di dalam implementasi kebijakan
desentralisasi yang berkaitan dengan kondisi birokrasi bahwa belum
didukung perangkat hukum yang kuat di dalam menjaga netralitas
birokrasi. Birokrasi sering menjadi korban dari dampak Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada). Birokrasi kerap digunakan sebagai alat politik Kepala
Daerah yang berasal dari intitusi politik untuk kepentingan pendukung dan
pemilihnya sehingga dapat dipastikan bahwa indepensi tidak lepas dari
intervensi-intervensi politik sehingga  akhirnya menjadikan birokrasi tidak
netral.
Pilkada juga secara tidak langsung membuka keran intervensi
politik masuk ke dalam Birokrasi.  Partai politik dan tim loyalis yang pada
saat kampanye berperan penting dalam memenangkan Kepala Daerah,
akan meminta balasan jasa dari hal tersebut. Hal ini membuat Kepala
Daerah dalam mengambil sebuah keputusan menjadi dipertanyakan,
sehingga posisi birokrasi menjadi tidak netral.
Reformasi birokrasi yang dilakukan di Indonesia menuntut
terwujudnya pemerintahan yang bersih (clean government) di semua
2 Indar Arifin, ”Birokrasi Pemerintah dan Perubahan Sosial Politik” Makassar :pustak refleksi,
2010, hal.6
3bidang layanan pemerintahan menjadi keinginan banyak pihak. Oleh
karena itu, istilah fit and propert test bagi suatu jabatan struktural dalam
pemerintahan guna meningkatkan kinerja pegawai menuju kondisi yang
ideal dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sulit
terwujud. Fakta yang terjadi banyak memunjukkan bahwa Kepala Daerah
sangat sulit mempertahankan netralitasnya dalam menjalankan roda
pemerintahan. Termasuk dalam hal proses mutasi jabatan struktural
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang banyak diwarnai nuansa politik dan
berbagai kepentingan elit, terdapat nuansa hubungan pribadi antara
pimpinan dan bawahan (patron client).
Mutasi jabatan atau pemindahan jabatan meliputi segala
perubahan jabatan seorang pegawai dalam arti umum. Perubahan posisi
jabatan/ tempat/ pekerjaan disini masih dalam level yang sama dan juga
tidak diikuti perubahan tingkat wewenang dan tanggung jawab, status,
kekuasaan dan pendapatnya yang berubah dalam mutasi jabatan
hanyalah bidang tugasnya. 3 Perpindahan pegawai terjadi dalam setiap
organisasi baik lembaga pemerintahan maupun organisasi perusahaan.
Ada berbagai istilah perpindahan yang digunakan setiap organisasi, istilah
yang umum digunakan adalah mutasi. Hasibuan mendefinisikan mutasi
adalah suatu perubahan posisi/ jabatan/ tempat/ pekerjaan yang dilakukan
baik secara horizontal maupun vertical (promosi/ demosi) di dalam suatu
organisasi.
3 Hasibuan, Malayu, S.P. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
2005. Hal. 102
4Amanat Undang-Undang nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural mengatur
penyelenggaraan kebijakan dan manjemen pegawai berdasarkan asas
kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi,
netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif,
persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan4.
Yang menjadi permasalahan adalah dalam proses penempatan aspek
profesionalitas seringkali dikesampingkan. Konsep the right man on the
right place yang seharusnya dijadikan acuan utama tidak berlaku.
Penempatan pegawai yang tepat dalam posisi jabatan yang tepat mampu
secara efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan hal tersebut senada
dengan apa yang dikemukan oleh Mathis & Jackson, yaitu “penempatan
adalah menempatkan posisi seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat,
seberapa baik seorang karyawan cocok dengan pekerjaannya akan
mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan”5. Hal ini memang menjadi
kendala terbesar dalam proses birokrasi di Indonesia. Seperti halnya yang
terjadi di Sulawesi Selatan khusunya di Kabupaten Bone yang kental
dengan adat dan nila-nilai budayanya yang masih sangat berpengaruh
dalam struktural birokrasi Kabupaten Bone
Menurut hasil pengamatan sementara penulis dan didukung dari
beberapa sumber datasekunder, budaya politik lokal yang sangat kental di
4 UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara
5 Dapat dilihat pada http://dinamikapegawai.blogspot.com/2015/09/penempatan-pns-dalam-
jabatan-melalui.html, diakses pada tanggal 28 Maret 2016
5kabupaten Bone masih menjadi ciri khas yang sulit untuk dihilangkan serta
masih kuatnya pengaruh budaya birokrasi sentralistik Orde Baru yang
seragam, top down atau “asal bapak senang”. Pengangkatan dan
penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh kepala daerah dalam
jabatan instansi birokrasi masih mengandung muatan-muatan politik. Hal
ini menyebabkan kinerja aparat birokrasi tidak berlandaskan akan
kepentingan rakyat, mereka bekerja untuk pemangku kekuasaan. PNS
yang mengisi jabatan khususnya di instansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Bone termasuk aparat Dinas dan Camat yang dilantik oleh
Bupati Bone, Andi Fahsar M Padjalangi kebanyakan berasal dari kerabat
serta tim loyalis Beliau.
Semenjak dilantik pada April tahun 2013 lalu, Bupati Kabupaten
Bone, H. Andi Fahsar M Padjalangi telah melakukan beberapa kali mutasi.
Mutasi Jilid pertama dilakukan pada tanggal 9 juli 2013, dalam mutasi
tersebut besan Wakil Bupati Bone, Rosalim HAB yang sebelumnya
menjabat staf khusus sekretaris daerah menjabat Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Bone menggantikan Muchlis A. Rasyid.
Sedangkan, Andi Yulia Altin, menantu HAM Idris Galigo, Bupati Bone
periode yang lalu, sebelumnya menjabat Kepala Pelayanan Perizinan
Terpadu digantikan oleh Muhammad Akbar yang sebelumnya menjabat
kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Sementara itu, sejumlah
SKPD yang dimutasi, diantaranya Arfiah Arabe yang sebelumnya
menjabat Direktur RSUD Tenriawaru digantikan oleh Nurminah A Yusuf.
6Selanjutnya pada gelombang kedua sebanyak 156  pejabat lama dilantik
menempati jabatan eselon II, III, dan IV. Diantaranya ada kakak kandung
Bupati Bone, yakni Andi Kasma Padjalangi, dilantik menjadi Kepala Dinas
Kesehatan Bone. Serta adik kandung Nurdin Halid, yakni Syamsiar Halid
sebagai Camat Tanete Riattang Timur6.
Tanggal 26 Februari 2015, Bupati Bone kembali melakukan mutasi
jilid kedua, setidaknya ada 234 pejabat eselon II, III, dan IV pemerintah
Kabupaten Bone yang dilantik. Beberapa kepala Dinas dan Camat yang
dilantik Seperti Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diisi oleh Andi
Ikhwan Burhanuddin, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Andi Firdaus,
Sekertaris Dispora diisi oleh Andi Rahmawati, Camat Amali diisi oleh Andi
Massalesse, Camat Salomekko diisi oleh Andi Taslim dan beberapa
jabatan lainnya7.
Sejumlah loyalis atau tim sukses pemenangan Bupati Andi Fahsar
Padjalangi juga menduduki jabatan penting.  Rosalim Hab, mantan Kadis
ESDM yang dinonjobkan oleh Idris Galigo, kini menduduki jabatan kepala
Dinas Pendidikan. Rosalim Hab merupakan tim pemenangan Fahsar pada
saat Pilkada. Ir. Rifai Seguni dan Andi Sofyan Galigo yang merupakan
mantan tim sukses Bupati, juga diangkat menjadi Direktur Perusda dan
PDAM Bone. Selain itu, tiga mantan tim sukses Bupati juga diangkat
menjadi staaf khusus. Ketiganya adalah mantan Kepala UPTD Bina Marga
6 Dapat dilihat pada http://www.karebaonline.com/2013/07/bupati-bone-mutasi-48-pejabat-
eselon-ii.htmldiakses pada tanggal 5 April 2016
7 Dapat dilihat pada http://bkdd.bonekab.go.id/artikel/129 diakses pada tanggal 05 April 2016
7Wilayah IV Sudirman, Kepala Bagian Pembantu Gubernur Sulsel
Islamuddin, dan Pejabat eselon dari Pemerintah Kabupaten Soppeng
Arsyad Lantara8. Banyaknya tim loyalis Bupati yang menempati jabatan di
Instansi Birokrasi Kabupaten Bone, menunjukkan budaya paternalisme
dan patrimornialisme yang masih sangat kental.
Keputusan yang dilakukan oleh Andi Fahsar Padjalangi memang
wewenang Beliau selaku Bupati Kabupaten Bone sebagai pembina
kepegawaian daerah, meskipun tidak dapat dihindari menimbulkan
dampak politik. Banyak menimbulkan pertanyaan atas sikap yang beliau
lakukan karena disinyalir mendapat intervensi dari partai politk dan tim-tim
yang dianggap punya jasa memenangkan beliau. Adanya anggapan yang
berkembang di masyarakat mengenai proses mutasi di jabatan struktural
Pemda Kabupaten Bone atas pertimbangan kinerja pejabat saat Pilkada,
atau ada pertimbangan lain. Hal ini menjadi isu yang hendak di jawab oleh
peneliti. Dikhawatirakan proses mutasi yang dilakukan mengabaikan
dasar-dasar merit system atau karir atau prestasi seorang pegawai dalam
perkembangannya orang ini naik tingkat melalui tingkatan yang sudah
diketahui hingga mencapai puncak jabatan dengan kekuasaan dan
tanggung jawab yang tinggi.
Kondisi birokrasi yang terjadi di Kabupaten Bone memang memiliki
spesifikasi yang khas, penempatan aparat birokrasi tidak berdasarkan
kompentensi dan asas profesionalisme. Aparat yang diangkat memiliki
8 Dapat dilihat pada http://rakyatsulsel.com/3-mantan-tim-pemenangan-diangkat-jadi-staf-
khusus-bupati-bone.html diakses pada tanggal 5 April 2016
8background kedekatan, kekeluargaan dan sebagainya. Sementara dalam
konsep birokrasi yang ideal adalah yang profesional, dan tidak
terkontaminasi oleh politik yang dilakukan oleh siapapun. Birokrasi bekerja
berdasarkan kompetensi dan keahlian yang dimilikinya. Itulah yang
membuat penulis tertarik mengangkat sebuah penelitian yang berjudul
“Mutasi Jabatan PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Bone 2013-
2015”.
1.2. Rumusan Masalah
Berangkat dari uraian latar belakang diatas, maka penulis
mengangkat rumusan masalah secara singkat yaitu :
1. Bagaimana mutasi jabatan PNS di Pemerintah daerah
Kabupaten Bone 2013-2015?
2. Bagaimana peran tim sukses dalam mutasi jabatan PNS di
Pemerintah daerah Kabupaten Bone?
1.3. Tujuan Penelitian
1. Untuk menggambarkan mutasi jabatan PNS di Pemerintah
daerah Kabupaten Bone 2013-2015
2. Untuk menggambarkan peran tim sukses dalam mutasi
jabatan PNS di Pemerintah daerah Kabupaten Bone.
1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan
pemikiran, baik secara akademik maupun praktis, dalam proses
penentuan pilihan dalam pemilu.
91. Manfaat Akademik
a. Manfaat penelitian ini sebagai bahan masukan terhadap
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik.
Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai karya
imiah bagi yang ingin mengkaji studi tentang Birokrasi.
b. Merangsang munculnya penelitian baru dalam bidang ini,
sehingga studi ilmu politik dapat selalu menyesuaikan diri
dengan perkembangan dan kegunaan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat praktis
a. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang
berminat dalam memahami realitas ilmu politik utamanya
dalam mutnasi jabatan.
b. Memberikan informasi kepada khalayak tentang peran
tim sukses  dalam  mutasi jabatan PNS.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Bagian ini akan dijelaskan beberapa konsep yang relevan dengan
judul atau rumusan masalah yang akan diteliti. Peneliti mencoba
menjadikan konsep tersebut sebagai alat analisis mutasi jabatan PNS
Pemerintah Daerah Kabupaten Bone 2013-2015, untuk lebih
memperjelas, maka penulis menggunakan konsep birokrasi, budaya politik
paternalisme dan patrimornialisme, mutasi jabatan, intervensi politik,
rekrutmen politik, dan teori peran. Aspek tersebut akan diuraikan sebagai
berikut:
2.1. Birokrasi
Birokrasi berasal dari  kata bureaucracy, diartikan sebagai suatu
organisasi yang meiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana
lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas,
biasanya ditemui pada insntansi yang sifatnya administratif maupun
militer9 . Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi didefinisikan
sebagai:
a. Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang
tidak dipilih oleh rakyat, dan
b. Cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh pegawai
9 Dapat dilihat pada http//www.wikipedia.com/Search/Birokrasi.html diakses pada tanggal 31
Maret 2016
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Berdasarkan definisi tersebut, pegawai atau karyawan dari birokrasi
diperoleh dari penunjukkan atau ditunjuk (appointed) dan bukan dipilih
(elected)
Birokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem kontrol dalam
organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan
sistematis, yang bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan
aktivitas-aktivitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas
administrasi berskala besar. Birokrasi memiliki beberapa karakteristik,
yaitu pembagian kerja dan spesialisasi kerja, prinsip hirarki, peraturan-
peraturan, impersonality, kualifikasi teknis, dokumen-dokumen tertulis, dan
kelangsungan kerja dalam organisasi.10
Max weber sebagai seorang sosiolog Jerman yang kenamaan awal
abad ke-19 menulis karya yang sangat berpengaruh bagi Negara-negara
yang berbahasa Inggris dan di Negara-negara di daratan Eropa. Karya itu
sampai sekarang dikenal konsep ideal birokrasi. Konsep tipe ideal ini
kurang dikenal tentang kritikannya terhadap seberapa jauh peran birokrasi
terhadap kehidupan politik, atau bagaimana peran politik terhadap
birokrasi. Birokrasi weberian hanya menekankan bagaimana seharusnya
mesin birokrasi itu secara prpfesional dan rasional dijalankan.11
Seorang pejabat birokrat tidak seyogyanya menetapkan tujuan-
tujuan yang ingin dicapainya tersebut. Penetapan tujuan merupakan
10Dapat dilihat pada http//www.google.com/Search/definisi/birokrasi/catatan-mr-kopetz.html.
diakses tanggal 1 April 2016
11 Miftah Thoha,”Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi”. Jakarta:Kencana, 2008. Hal 16
12
fungsi politik dan menjadi wewenang dari pejabat politik yang menjadi
masternya. Oleh karena itu, birokrasi merupakan suatu mesin politik yang
melaksanakan kebijaksanaan politik yang telah diambil atau dibuat oleh
pejabat-pejabat politik.
Model birokrasi Weberian yang selama ini sebagai sebuah mesin
yang disiapkan untuk menjalankan dan mewujudkan tujuan-tujuan
tersebut. Dengan demikian, setiap pegawai atau pejabat dalam birokrasi
pemerintah merupakan pemicu dan penggerak dari sebuah mesin yang
tidak mempunyai kepentingan pribadi (each individual civil servent is a cog
in the machine with no personality interest). Dalam kaitan ini maka setiap
pejabat pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab politik, kecuali pada
bidang tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.
Sepanjang tugas dan tanggung jawab publik sebagai mesin politik itu
dijalankan sesuai dengan proses dan prosedur yang telah ditetapkan,
maka akuntabilitas pejabat birokrasi pemerintahan telah diwujudkan.12
Pemikiran seperti ini menjadikan birokrasi pemerintah sebagai
kekuatan yang netral dari pengaruh kepentingan kelas atau kelompok
tertentu. Negara bisa mewujudkan tujuan-tujuannya melalui mesin
birokrasi yang dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Aspek
netralitas dari fungsi birokrasi pemerintah dalam pemikiran Weber dikenal
sebagai konsep konservatif dari para pemikir di zamannya, Weber hanya
ingin lebih meletakkan birokrasi sebagai mesin, daripada dilihat sebagai
12Ibid, hal. 21-22
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suatu organisasi yang mempunyai kontribusi terhadap kebulatan organik
Negara.
Max Weber memandang birokrasi sebagai unsur pokok dalam
rasionalisasi dunia modern, suatu birokrasi yang legal rasional yang
memiliki cirri-ciri sebagai berikut :13
1. Para anggota staf secara pribadi bebas, akan tetapi dibatasi oleh
jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan
individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan
jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribandinya termasuk
keluarga.
2. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke
bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan
bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan
ada yang lebih kecil.
3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara
spesifik berbeda satu sama lainnya.
4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan.
Uraian tugas (job description) masing-masing pejabat merupakan
domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus
dijalankan sesuai dengan kontrak.
5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya,
idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif.
13 Miftah Thoha,”Birokrasi dan Politik di Indonesia”.Jakarta:Rajawali Pers, 2003, hal.17-18
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6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun
sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangya. Setiap
pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaanya dan
jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri
dalam keadaan tertentu.
7. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi
berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang
objektif.
8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjankan jabatannya
dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
Sebagai sebuah konsep pemerintahan yang paling penting,
birokrasi sering dikritik karena ternyata dalam praktiknya banyak
menimbulkan problem inefisiensi. Menjadi sebuah paradoks, seharusnya
dengan adanya birokrasi segala urusan menjadi beres dan efisien tapi
ternyata setelah diterapkan menjadi batu penghalang yang tidak lagi
menjadi efisien tapi ternyata setelah diterapkan menjadi batu penghalang
yang tidak lagi menjadi efisien. Ada yang mengkritik bahwa birokrasi
hanya menjadi ajang politisasi yang dilakukan oleh oknum partai yang
ingin meraih kekuasaan jabatan politk.
Perkembangan selanjutnya, intervensi birokrasi secara langsung
dalam bentuk pengendalian dan pendisiplinan atas masyarakat menjadi
tidak lepas dari politik. Sesuai dengan konsep “bureaucratic polity”
menggambarkan sistem politik dimana birokrasi menjadi arena utama
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permainan politik yang dipertaruhkan dalam permainan itu seringkali
adalah kepentingan pribadi, bukan kepentingan publik,  dan dalam
permainan itu, massa tidak relevan. Birokrasi itu “encaplusated” dan tidak
tanggap terhadap kepentingan di luar dirinya. Ini dimungkinkan karena
birokrasi mengendalikan hampir semua sumberdaya yang diperlukan
untuk kelestarian kekuasannya. Inilah yang melahirkan politisasi birokrasi.
Analisis konsep “bureaucratic polity” menjelaskan sepak terjang politik
tumbuh subur dalam tubuh birokrasi.Misalnya saja, terjadinya praktek
komersialisasi jabatan, yaitu tindakan memperoleh jabatan dan
mempertahankannya secara politis.
Terdapat tiga dampak negatif yang muncul sehubungan dengan
kebijakan politisasi birokrasi:
1. Kebijakan menempatkan atau mendudukkan orang-orang
partai politik yang sesuai dengan selera Menteri yang
bersangkutan, jelas mengakibatkan tidak berfungsinya
mekanisme promosi jabatan pada jabatan karier yang ada
dalam struktur pemerintahan.
2. Kebijakan politisasi birokrasi dengan sendirinya akan
menciptakan rasa anti-pati atau perasaan  tidak bisa bekerja
sama dengan orang-orang yang tidak berasal dari partai politik
yang sama.  Kondisi ini sangat mungkin terjadi, terutama jika
alasan utama yang melandasi rekruitmen pada jabatan karier
itu adalah “rasa kecocokan bisa diajak kerjasama”. Faktor
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alasan ini yang pada gilirannya bisa menimbulkan sikap like
and dislike dalam sebuah organisasi pemerintahan.
3. Birokrasi  juga menghendaki prinsip meritokrasi dijalankan
secara baik dan benar hanya orang-orang yang benar-benar
profesional di bidangnya, yang dapat menghidupkan birokrasi.
Jika tidak tentu birokrasi akan mati atau setidaknya tidak
efisien.
2.2. Mutasi Jabatan
Pengertian mutasi dalam kamus saku Bahasa Indonesia yakni:
pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain; perubahan dalam
bentuk; kualitas atau sifat lain. Mutasi jabatan atau pemindahan jabatan
meliputi segala perubahan jabatan seorang pegawai dalam arti umum.
Perubahan posisi jabatan/ tempat/ pekerjaan disini masih dalam level
yang sama dan juga tidak diikuti perubahan tingkat wewenang dan
tanggung jawab, status, kekuasaan dan pendapatnya yang berubah
dalam mutasi jabatan hanyalah bidang tugasnya.
Perpindahan pegawai terjadi dalam setiap organisasi baik
lembaga pemerintahan maupun organisasi perusahaan. Ada berbagai
istilah perpindahan yang digunakan setiap organisasi, istilah yang umum
digunakan adalah mutasi. Hasibuan mendefinisikan mutasi adalah suatu
perubahan posisi/ jabatan/ tempat/ pekerjaan yang dilakukan baik secara
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horizontal maupun vertical (promosi/ demosi) di dalam suatu organisasi.14
Selain itu menurut Simamora mengutarakan mutasi dengan istilah
transfer: Transfer adalah perpindahan seorang karyawan dari satu
pekerjaan ke posisi lainnya yang gaji, tanggung jawab dan jenjang
organisasionalnya sama. 15
Mutasi adalah suatu perubahan posisi, jabatan, tempat, pekerjaan
yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal di dalam satu
organisasi. Mutasi termasuk dalam fungsi pengembangan karyawan,
karena tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam
perusahaan (pemerintahan) tersebut. Mutasi adalah kegiatan
ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi,
tanggung jawab, dan status ketenagakerjaan tenaga kerja ke situasi
tertentu dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh
kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja
yang semaksimal mungkin kepada perusahaan.16
Ruang lingkup mutasi mencakup semua perubahan posisi/
pekerjaan/ tempat karyawan, baik secara horizontal maupun vertikal
(promosi atau demosi) yang dilakukan karena alasan personal transfer
ataupun production transfer di dalam suatu organisasi. Mutasi ini
merupakan penempatan kembali (replacement) karyawan ke posisi tempat
14Hasibuan, Malayu, S.P. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
2005. Hal. 102
15Henry. Simamora.Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Edisi  2,  STIE  YKPN. (Yogyakarta: 2006)
16Siswanto Sastrohadiwiryo. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. (Jakarta : 2002)
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yang baru sehingga kemampuan dan kecakapan kerjanya semakin baik,
mutasi ini mencakup :17
1. Mutasi horizontal (job rotation/transfer) artinya perubahan tempat
atau jabatan karyawan tetapi masih pada ranking yang sama di
dalam organisasi itu. Adapun mutasi horizontal mencakup :
a. mutasi tempat (tour of area) adalah perubahan tempat kerja,
tetapi tanpa perubahan jabatan/ posisi/ golongannya. Sebabnya
adalah karena rasa bosan atau tidak cocok pada suatu tempat
baik karena kesehatan maupun pergaulan yang kurang baik.
b. mutasi jabatan (tour of duty) adalah perubahan jabatan atau
penempatan pada posisi semula.
2. Mutasi cara vertikal adalah perubahan posisi/ jabatan/ pekerjaan,
promosi atau demosi, sehingga kewajiban dan kekuasaannya juga
berubah. Promosi memperbesar authority dan responsibility,
sedang demosi mengurangi authority dan responsibility seorang
karyawan. Jadi promosi berarti menaikkan pangkat/jabatan,
sedang demosi adalah penurunan pangkat/ jabatan seseorang.
Ada tiga dasar/landasan pelaksanaan mutasi karyawan menurut
Hasibuan (2011: 103). Dasar/landasan yang dimaksud adalah:
1. Merit system, adalah mutasi karyawan yang didasarkan atas
landasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi
17 Ibid. 104
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kerjanya. Merit system atau carrer system ini merupakan
dasar mutasi yang baik karena:
a. Output dan produktivitas kerja meningkat.
b. Semangat kerja meningkat.
c. Jumlah kesalahan yang diperbuat menurun.
d. Absensi dan disiplin karyawan semakin baik.
e. Jumlah kecelakaan akan menurun.
2. Seniority system, adalah mutasi yang didasarkan atas
landasan masa kerja, usia, dan pengalaman kerja dari
karyawan bersangkutan. Sistem mutasi seperti ini tidak
objektif karena kecakapan orang yang dimutasikan
berdasarkan senioritas belum tentu mampu memangku
jabatan baru.
3. Spoil system, adalah mutasi yang didasarkan atas landasan
kekeluargaan. Sistem mutasi seperti ini kurang baik karena
didasarkan atas pertimbangan suka atau tidak suka (like or
dislike).
Selanjutnya Eko Prasojo menjelaskan bahwa dengan membangun
system merit dalam birokrasi publik berarti menjadikan kompetensi dan
kinerja sebagai ukuran utama penilaian aparatur negara. Ukuran ini harus
dijadikan sebagai dasar dalam proses seleksi dan rekrutmen, remunerasi,
hingga mutasi maupun promosi jabatan. Bukan sebaliknya berdasarkan
pada hubungan-hubungan kekeluargaan, pertemanan, dan afiliasi politik.
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Kepegawaian negara hanya akan berfungsi secara profesional dan
independen jika kompetensi dan kinerja menjadi dasar dalam semua
pengukuran. Ini berarti pemerintah harus melakukan perombakan secara
fundamental terhadap sistem kepegawaian negara. 18 Tujuan khusus
mutasi jabatan menurut Bambang Wahyudi yaitu :19
1. Menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan jabatan
yang ada di dalam organisasi, sehingga dapat menjamin terjadinya
kondisi ketenagakerjaan yang stabil. Stabilitas ketenagakerjaan
akan terwujud apabila penempatan tenaga kerja dalam suatu
organisasi dapat dilakukan secara tepat.
2. Menempatkan dan menambah wawasan, memperluas wawasan
dan pengetahuan merupakan kebutuhan yang perlu mendapat
perhatian dalam suatu organisasi. Tenaga kerja yang ada,
wawasan danpengetahuannya tidak terbatas atau terpaku hanya
padasuatu bidang tertentu.
3. Menghilangkan kejenuhan terhadap suatu jabatan, apabila seorang
tenaga kerja terus-menerus dari tahun ke tahun memegang jabatan
yang sama, maka akan menimbulkan tenaga kerja yang
bersangkutan terjebak pada rutinitas kerja dan menurunkan gairah
serta semangat kerjanya. Untuk itu perlu terus diupayakanadanya
penyegaran-penyegaran.
18Prasojo, Eko. Reformasi Kedua (Melanjutkan Estafet Reformasi). Jakarta :Salemba Humanika.
2009. Hal. 90
19Bambang Wahyudi, Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Jakarta: Penerbit Sulita, 2002. Hal.
167
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Adapun syarat-syarat agar pelaksanaan mutasi jabatan dapat
berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak menimbulkan
permasalahan baru bagi organisasi. persyaratan-persyaratan tersebut
menurut Bambang Wahyudi yaitu :20
1. Setiap mutasi yang dilakukan hendaknya jangan sampai dirasakan
sebagai suatu hukuman bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Oleh
karena itu, hendaknya organisasi melakukan konsultasi terlebih
dahulu dengan tenaga kerja yang bersangkutan sebelum mutasi
dilaksanakan. Hal tersebut penting untuk meyakinkan bahwa
pemindahan merupakan sesuatu yang bersifat rutin, wajar atau
biasadalam kehidupan suatu organisasi, serta ditujukan semata
mata demi kepentingan organisasi.
2. Hendaknya mutasi dilakukan untuk memperkuat kerjasama
kelompok. Suatu organisasi harus sungguh-sungguh
mempertimbangkan dan melakukan seleksi dengan ketat setiap
tenaga kerja yang dipindahkan apabila setelah pelaksanaan mutasi
personal ternyata justru menimbulkan konflik, maka jelas mutasi
tersebut mengalami kegagalan.
3. Mengurangi kejenuhan/ kebosanan dari seorang tenaga kerja.
Seorang tenaga kerja yang secara terus menerus berada dalam
satu jabatan dapat menimbulkan kejenuhan atau kebosanan
20 Ibid. 181
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terhadap tugas jabatannya. Adanya mutasi diharapkan mampu
menjadi jalan keluar dari suasana tersebut.
Beberapa permasalahan yang harus dihadapi dalam mutasi jabatan
menurut Bambang Wahyudi  yaitu :21
1. Formasi kepegawaian dalam organisasi. Suatu kebijaksanaan
mutasi jabatan seringkali tidak dapat dilaksanakan karena tidak
tersedianya formasi pegawai. Misalnya, karena seluruh formasi
kepegawaian yang ada telah terisi penuh.
2. Adanya anggapan atau pandangan yang bersifatetis/ moral
terhadap suatu mutasi jabatan yang seringkali merugikan,
khususnya bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Misalnya,
pandangan bahwa tanaga kerjayang dipindahkan berarti dihukum,
tidak berpakai lagi,atau merugikan orang lain.
3. Kesulitan dalam menentukan standar untuk mutasi jabatan.
seringkali pelaksana kebijaksaan mutasi jabatan mengalami
kesulitan dalam menentukan secara objektif dasar penilaian yang
akan menjadi dasar mutasi seseorang.
Landasan hukum pelaksanaan mutasi, pengangkatan dan
pemberhentian pegawai negeri sipil adalah Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 1999, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara
Tahun 1999 Nomor 16 Tambahan lembaran Negara Nomor 3890).
Tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai
21 Ibid 182
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negeri sipil, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96, Tahun 2000.
Kedua peraturan perundang-undangan tersebut di atas merupakan
pedoman pelaksanaan mutasi kepegawaian di setiap instansi pemerintah
umum dan daerah.
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat dikatakan
bahwa mutasi adalah suatu kegiatan dari suatu organisasi dalam
melaksanakan prinsip The Right Man On the Right Place, agar pegawai
yang bersangkutan mendapat kepuasan kerja setinggi mungkin dan dapat
memberikan prestasi sebesar-besarnya. Mutasi diartikan sebagai
perubahan mengenai atau pemindahan kerja atau jabatan lain dengan
harapan pada jabatan baru itu dia akan lebih berkembang.  Hakekatnya
mutasi adalah bentuk perhatian pimpinan terhadap bawahan.Disamping
perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat
adalah bagian terpenting dalam seluruh pergerakan yang terjadi dalam
lingkup kerja pemerintahan. Manfaat pelaksanaan mutasi adalah:22
1. memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bagian atau unit yang
kekurangan tenaga kerja tanpa merekrut dari luar.
2. memenuhi keinginan pegawai sesuai dengan pekerjaan.
3. memberikan jaminan bagi pegawai bahwa dia tidak akan
diberhentikan.
4. motivasi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi, berkat tantangan
dan situasi baru yang dihadapi.
22Henry. Simamora .Mutasi dan manfaat Bisnis, Jilid Dua, Cetakan Pertama,  (Jakarta: 2000)
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2.3. Budaya Paternalis
Suatu keputusan atau kebijakan paternalistik pada intinnya
membatasi kebebasan seseorang atau sekelompok orang untuk tujuan
melindungi dan mempromosikan kebaikan mereka sendiri. Definisi ini
menunjuk kepada tiga unsur paternalisme, masing-masing mungkin masih
problematis; lokus batasan, bentuk, dan tujuannya.Lokus paternalisme
merujuk kepada hubungan antara mereka yang kebebasannya dibatasi
dan mereka yang menetapkan batasan itu.
Hubungan paternalistik yang paling aslipun, antara orang tua dan
anak, politik pun campur tangan. Kekuasaan politik dan kekuasaan
parental tidak dapat dipisahkan begitu tajam seperti yang diandaikan
banyak kaum liberal lainnya. Mereka mengandaikan bahwa kita dapat
membedakan kelas orang-orang, yang ditentukan hanya oleh usia
kronologis, yang kebebasannya bisa dibatasi secara sah demi kebaikan
mereka sendiri. Pengandaian ini menimbulkan pertanyaan tidak hanya
tentang bagaimana membenarkan keriteria usia kronologis, melainkan
juga tentang bagaimana menuntukan siapa yang mempunyai hak untuk
kebebasan seseorang anak, orang tua, pengasuh, dan negara.23
Paternalisme merujuk kepada hubungan atara dua orang dewasa,
ini penting membedakan antara hubungan dimana kaum paternalis dan
orang-orang yang mereka bantu adalah lebih kurang sama dalam status,
23Arny Gutmann, “children, paternalism and education” dalam philosophy and publik Affars. 9
(musim panas 1980), Hlm. 338-358 dan francis schrag. “The child in the Moral order “ dalam
philosophy, 2 (april 1977), hlm. 167-177
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dan hubungan dimana kaum paternalis, berdasarkan peran sosial atau
posisi kelembagaan, memiliki status yang lebih tinggi. Apa yang
menentukan pembatasan kebebasan pada jenis hubungan kedua (antara
seorang professional dan kliennya), seperti kita lihat, bisa berbeda dari
apa yang dianggap sebagai seuatu pembatasan dalam jenis hubungan
pertama. Ketidaksamaan intervensi paternalistik yang pada mulanya
cukup independen, bisa mempengaruhi karakternya, dan mungkin pada
gilirannya menimbulkan ketidaksamaan. Bahkan jika terisolasi atau
sporadic, intervensi itu sendiri dapat melahirkan dampak paternalistik yang
bertahan sepanjang waktu dan menyebar dalam lingkup sosial,
berkembang melebihi pertemuan dua individu. Paternalisme dalam
konteks ini ditafsirkan salah jika digambarkan hanya sebagai satu
hubungan atar individu.
Lokus paternalisme lebih penting lainnya adalah hubungan antara
warga negara dan negara. Disini terdapat salah kaprah yang lazim terjadi:
paternalisme dikacaukan dengan jenis kekuasaan negara, seperti
kebijakan yang diambil tidak secara demokrasi. Namun kesalahan itu
pada dasarnya sama. Paternalisme tidak diberi identitas politisnya sendiri;
karakteristik politiknya sepenuhnya berasal dari konsep politis lain yang
dihubungkan dengannya. Jika kita mengidentifikasi sikap paternalistik
dengan sikap non-demokratik, misalnya, kita tidak dapat membedakan
batasan-batasan paternalistik yang tidak diberi sanksi oleh prosedur
demokratis dari batasan-batasan paternalistic yang diberi sanksi. Seorang
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presiden yang mencurangi warga negara mengenai apa yang dia yakini
demi kebaikan mereka, bertindak secara tidak demokratis dan juga secara
paternalistic jika tindakan melanggar norma konstitusi, namun dia hanya
bertindak secara paternalistik jika tindakannya sesuai dengan norma
tersebut. hanya jenis tindakan kedua yang memiliki masalah paternalistik
yang jelas, karena keberatan pada jenis pertama bersandar pada
argument umum tentang pemerintahan demokratik.
2.4. Budaya Patrimonialis
Patrimonialisme sesungguhnya merupakan bentuk kepemimpinan
authoritarian, diktator, di mana negara dijalankan sesuai kehendak pribadi
pemimpin negara (personal rule). Pemimpin negara memposisikan diri
diatas hukum dan hanya mendistribusikan kekuasaan kepada kerabat dan
kroni dekatnya. Seringkali menggunakan kekerasan guna
mempertahankan posisi kepemimpinannya. Pemerintahan patrimonial
bersandarkan diri pada tiga unsur yang membuatnya jadi pemerintahan
tradisional dan belum mencapai tahap birokratis dan modern. Unsur
pertama adalah klientisme. Istilah ini merujuk pada hubungan kekuasaan
yang dibangun oleh penguasa dan lingkungan sekitarnya. Dalam birokrasi
modern, pusat loyalitas ada pada impersonal order (hukum). Namun,
dalam klientisme, loyalitas ada pada pribadi penguasa.Dalam birokrasi
modern, ada pembagian wewenang yang dihormati, seperti yang
digariskan dalam trias politika (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Tapi,
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dalam klientisme, penguasa menerabas batas itu sesukanya, mencampuri
atau mengintervensi wewenang legislatif ataupun yudikatif.
Hubungan dalam  birokrasi modern antara penguasa dan
lingkungannya bersifat legal, rasional, serta terbuka. Namun, dalam
klientisme, hubungan yang dominan bersifat patron-klien. Loyalitas
terhadap penguasa diikat oleh karjasama individual ataupun reward
material (ekonomi) yang didistribusikan secara tertutup. Tak jarang, dalam
pemerintah yang patrimonial, ada sejumlah pengusaha yang "dipelihara"
oleh penguasa. Pengusaha ini diberi perlindungan politik dari aneka
tuntutan hukum, serta mendapatkan fasilitas tambahan. Sebagai
imbalannya, mereka menyetor dana yang besar bagi kas politik penguasa
untuk menjalankan politik patrimonialnya.
Unsur kedua adalah kaburnya wilayah publik. Dalam birokrasi
modern, wilayah publik dan pribadi sangat terpisah. Segala urusan sang
pemimpin, di luar urusan rumah tangga pribadi, ada dalam wilayah publik.
Karena berada di wilayah publik, urusan itu harus melalui prosedur yang
sudah ditetapkan, dan pertanggungjawabannya harus transparan.
Sedangkan dalam pemerintah patrimonial, batas wilayah publik dan
pribadi dibuat kabur. Bantuan uang dari luar negeri, misalnya, yang
seharusnya berada dalam wilayah publik, dimasukkan ke wilayah pribadi,
tanpa keterbukaan dan tanpa pertanggungjawaban. Kekaburan inilah
yang menjadi sumber maraknya korupsi di semua pemerintahan yang
bergaya patrimonial.
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Unsur ketiga adalah kultur nonrasional. Birokrasi modern
berkembang dalam kultur yang rasional, yang sumber informasi dan
validitasnya dapat diverifikasi dalam dunia yang nyata. Sedangkan corak
pemerintahan patrimonial mengembangkan kultur nonrasional, dalam
segala bentuk mistisisme ataupun kultus individual. Dalam birokrasi
modern, sang penguasa ditampilkan sebagai politisi biasa yang menang
pemilu. Sedangkan dalam corak patrimonial, penguasa diberi bobot mistik
yang lebih kuat. Ia digambarkan memiliki kekuatan supernatural tertentu,
atau keturunan sebuah dinasti atau moyang yang mahasakti atau kaliber
seorang wali. Dengan mistisisme itu, loyalitas kepada pemimpin menjadi
lebih dalam. Bahkan, informasi yang menjadi landasan kebijakan
publiknya sebagian dianggap turun dari kahyangan, yang tak dapat
diverifikasi di dunia nyata.
Negara Indonesia menampilkan dua wajah yang kontradiktif. Di
satu sisi negara mempunyai formasi yang besar dan hirarkhi yang ketat,
mulai dari istana negara sampai ke pelosok desa. Negara mempunyai
stuktur birokrasi yang gemuk dan pegawai yang mengontrol dan melayani
segenap sektor kehidupan rakyat, mulai dari mengurus agama, masuk ke
perut perempuan sampai membagi-bagi uang kepada fakir miskin. Tetapi
negara Indonesia belum bersifat modern, canggih dan impersonal
sebagaimana dituturkan oleh Max Weber. Negara, apalagi di aras lokal,
menampilkan wajah negara semu (pseudo state), yang dikuasi secara
tradisional-personal oleh orang-orang atau keluarga/dinasti kuat, atau
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sering disebut dengan negara patrimonial yang diwariskan dari kerajaan
masa lalu.
Birokrasi patrimonial serupa dengan lembaga perkawulaan, di
mana patron adalah gusti atau juragan, dan klien adalah kawula,
hubungan keduanya bersifat ikatan pribadi, dianggap mengikat seluruh
hidup, seumur hidup, dengan loyalitas primordial sebagai dasar pertalian
hubungan warisan birokrasi patrimonial modern dan masa feodalismenya
di Indonesia telah menimbulkan birokrasi nepotisme, yang memberi
jabatan atau jasa khusus kepada sanak dan sahabat. Dalam lingkungan
yang seperti itu, korupsi dianggap sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja
dan masyarakat pun tidak marah jika mengetahui berbagai tindakan korup
yang telah terjadi.
2.5. Teori Peran
Teori peran adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan
psiokologi yang menganggap sebagian besar aktivitas harian diperankan
oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial (misalnya ibu,
manajer, guru). Setiap peran sosial adalah serangkaian hak, kewajiban,
harapan, norma, dan perilaku seseorang yang harus dihadapi dan
dipenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang-orang
bertindak dengan cara yang dapat diprediksikan, dan bahwa kelakuan
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seseorang bergantung pada konteksnya, berdasarkan posisi sosial dan
faktor-faktor lain24.
Tergantung sudut pandang umum terhadap tradisi teoretis, ada
serangkaian "jenis" dalam teori peran. Teori ini menempatkan persoalan-
persoalan berikut mengenai perilaku sosial :
1. Pembagian buruh dalam masyarakat membentuk interaksi di
antara posisi khusus heterogen yang disebut peran;
2. Peran sosial mencakup bentuk perilaku "wajar" dan "diizinkan",
dibantu oleh norma sosial, yang umum diketahui dan karena itu
mampu menentukan harapan;
3. Peran ditempati oleh individu yang disebut "aktor";
4. Ketika individu menyetujui sebuah peran sosial (yaitu ketika
mereka menganggap peran tersebut "sah" dan "konstruktif"),
mereka akan memikul beban untuk menghukum siapapun yang
melanggar norma-norma peran;
5. Kondisi yang berubah dapat mengakibatkan suatu peran sosial
dianggap kedaluwarsa atau tidak sah, yang dalam hal ini
tekanan sosial berkemungkinan untuk memimpin perubahan
peran;
6. Antisipasi hadiah dan hukuman, serta kepuasan bertindak
dengan cara prososial, menjadi sebab para agen patuh
terhadap persyaratan peran.
24Dapat dilihat pada https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_peran. Diakses pada tanggal 17 April
2016
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Menurut teori peran dalam kajiannya terhadap hubungan antar
manusia ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario
atau peran-peran yang telah disusun oleh masyarakat, yang mengatur
apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Contohnya
manusia yang berkumpul disuatu tempat dengan jumlah yang banyak
kemudian disebut sebagai masyarakat, masyarakat kemudian menunjuk
seorang sebagai pemimpin, misalnya Ketua RT, yang berperan mengatur
dan membimbing masyarakat. Kemudian dalam lingkup yang lebih besar
yaitu negara, ditunjuk seorang presiden dengan peran yang diatur oleh
masyarakat sendiri. Jadi dengan kata lain sudah tertulis bahwa seorang
presiden harus bagaimana, seorang gubernur harus bagaimana, seorang
guru harus bagaimana, murid harus bagaimana. Demikian juga sudah
tertulis peran apa yang harus dilakukan oleh suami, isteri, ayah, ibu, anak,
dan seterusnya.
Menurut teori ini, jika seorang mematuhi skenario, maka hidupnya
akan harmonis, tetapi jika menyalahi skenario, maka ia akan dicemooh
oleh ”penonton” dan ditegur oleh ”sutradara”. Contohnya dalam era
reformasi ini, bila seorang pemimpin atau presiden yang menyalahi
skenario atau perannya maka akan dapat di demo oleh masyarakat.
Kemudian sama halnya dengan kehidupan perpolitikan antar
negara atau dalam dunia internasional, dapat kita lihat dari teori peran
yang didasarkan pada analisis politik. Pemikiran John Wahlke, tentang
teori peran memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik.
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Dia membedakan peran berdasarkan pada aktor yang memainkan
peranan tersebut, yaitu peran yang dimainkan oleh aktor politik dan peran
oleh suatu badan atau institusi25.
John Walke menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha
menyesuaikan tindakannya dengan norma-norma perilaku yang berlaku
dalam peran yang dijalankannya. Sedangkan ia mendeskripsikan peranan
institusi secara behavioral, dimana model teori peran menunjukkan segi-
segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Kerangka
berpikir teori peran juga memandang individu sebagai seorang yang
bergantung dan bereaksi terhadap perilaku orang lain.
2.6. Kerangka Pemikiran
Birokrasi dapat digambarkan sebagai sebuah sistem atau
seperangkat nilai, keyakinan, pengetahuan dan pengalaman kehidupan
yang terinternalisasi kedalam pikiran. Birokrasi merupakan lembaga yang
memiliki kemampuan besar dalam menggerakkan organisasi, karena
birokrasi ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam
sebuah organisasi.
Budaya birokrasi yang terjadi di Indonesia terjebak dalam sejarah
politik lokal. Nilai-nilai politik jawa masih sangat berpengaruh, dominasi
tradisional yang menempatkan raja sebagai pemangku kekuasaan
tertinggi, dan memiliki hak-hak istimewa untuk menempatkan aparat-
25Dapat dilihat pada http://fahir-blues.blogspot.co.id/2013/06/teori-peran-dan-definisi-peran-
menurut.html. Diakses pada tanggal 17 April 2016
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aparat dalam birokrasi. Sama halnya yang terjadi di di Kabupaten Bone,
dimana praktek paternalisme dan patrimornialisme masih banyak terjadi
dalam lingkup instansi birokrasinya. Dalam konsep birokrasi yang ideal
adalah yang profesional, dan tidak terkontaminasi oleh politik yang
dilakukan oleh siapapun. Birokrasi bekerja berdasarkan kompetensi dan
keahlian yang dimilikinya
Dalam birokrasi sering sekali dilakukan mutasi guna
menyeimbangkan tenaga kerja dengan jabatan yang didudukinya. Mutasi
adalah suatu perubahan posisi/ tempat/ pekerjaan yang dilakukan baik
secara horizontal maupun vertikal (promosi/ demosi) di dalam organisasi
Selama kepemimpinan Bupati Bone Andi Fahsar Padjalangi telah
melakukan beberapa kali mutasi seperti Andi Yulia Altin, sebelumnya
menjabat Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu digantikan oleh
Muhammad Akbar yang sebelumnya menjabat kepala Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah. Sementara itu, sejumlah SKPD yang
dimutasi, diantaranya Arfiah Arabe yang sebelumnya menjabat Direktur
RSUD Tenriawaru digantikan oleh Nurminah A Yusuf.Selanjutnya kakak
kandung Bupati Bone, yakni Andi Kasma Padjalangi, dilantik menjadi
Kepala Dinas Kesehatan Bone.Serta adik kandung Nurdin Halid, yakni
Syamsiar Halid sebagai Camat Tanete Riattang Timur
Tim sukses pemenangan Bupati Andi Fahsar Padjalangi juga
berperan dalam mutasi jabatan di Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Bone. Beberapa mantan tim sukses Bupati juga diberikan jabatan penting,
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seperti Rosalim Hab yang menduduki jabatan kepala Dinas Pendidikan.
Rosalim Hab merupakan tim pemenangan Fahsar pada saat Pilkada.
Selain itu ada, Ir. Rifai Seguni sebagai Direktur Perusda dan Andi Sofyan
Galigo sebgai Direktur PDAM. Keduanya merupakan mantan tim sukses
Bupati
Berdasarkan gambaran diatas, peneliti akan menganalisis tentang
mutasi jabatan di pemerintah daerah Kabupaten Bone serta peran yang
dilakukan oleh tim sukses pemenangan Bupati pada mutasi jabatan.
Kedua hal diatas menjadi indikator dalam membentuk profesionalisme
birokrasi yang terjadi di Pemerintah daerah Kabupaten Bone.
2.6.1. Skema Pemikiran
Mutasi
Pegawai
Negeri Sipil
Peran Tim
Sukses
dalam
Mutasi
Profesionalisme
Birokrasi Pemda
Kabupaten Bone
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BAB III
METODE PENELITIAN
Bagian dalam bab ini, ada lima aspek yang akan dibahas yaitu: tipe
penelitian dan dasar penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik
pengumpulan data, teknik analisa data. kelima hal tersebut akan diuraikan
lebih lanjut.
1.1. Tipe dan Dasar Penelitian
Dasar  pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam
penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasan penulis memilih metode
kualitatif karena metode ini memiliki beberapa prespektif teori yang dapat
mendukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang
terjadi, dikarenakan kajiannya adalah fenomena masyarakat yang selalu
mengalami perubahan (dinamis), yang sulit diukur dengan menggunakan
angka-angka maka penelitian ini membutuhkan analisa yang lebih
mendalam dari sekedar penelitian kuantitatif yang sangat bergantung
pada kuantifikasi data.
Tipe penelitian ini adalah deskriptif, penelitian deskriptif
dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalis tentang
penempatan jabatan PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone,
mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa
adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan penelitian deskriptif ini
sendiri adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, aktual, dan
akurat mengenai fakta-fakta. Namun demikian, dalam perkembangannya
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selain menjelaskan tentang situasi atau kejadian yang sudah berlangsung
sebuah penelitian deskriptif juga dirancang untuk membuat komparasi
maupun untuk mengetahui hubungan atas satu variabel kepada variable
lain.
1.2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bone. peneliti
mengambil beberapa Instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bone
dengan pertimbangan bahwa Instansi yang dimaksud merupakan
interpretasi baik secara demografis, kultural dan geografis dari Kabupaten
Bone, yang merupakan salah satu daerah yang terus mengalami
kehidupan politik yang dinamis semenjak era reformasi. Perubahan yang
terjadi meliputi pergantian kepemimpinan pemerintahan setempat, potret
mengenai sikap paternalisme dan sifat patrionialisme yang berlaku pada
proses birokrasi pemerintahannya.
1.3. Sumber Data
1.3.1. Data Primer
Sebagaimana dalam penelitian kualitatif maka penulis
menggunakan metode wawancara mendalam (in-depth interview) dengan
informan yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.
Wawancara dilakukan dengan cara terbuka dimana informan mengetahui
kehadiran penulis sebagai peneliti yang melakukan wawancara di lokasi
penelitian, dan dalam melakukan wawancara dengan para informan,
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penulis menggunakan alat rekam dan alat tulis menulis sebagai alat
bantu.
1.3.2. Data sekunder
Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan
data dari beberapa buku, jurnal, koran, serta literatur-literatur lainnya yang
relevan dengan obyek yang diteliti.
1.4. Teknik Pengumpulan Data
1.4.1. Wawancara
Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara
mendalam dengan key informan yaitu orang yang dianggap paham dan
mengetahui masalah yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman
wawancara yang telah dibuat peneliti agar wawancara tetap berada pada
fokus penelitian, meski tidak menutup kemungkinan terdapat pertanyaan-
pertanyaan berlanjut. Penulis secara langsung melakukan wawancara
dengan informan yang dianggap paham dan mengetahui dengan jelas
masalah yang diteliti. Pemilihan informan dapat berkembang dan berubah
sesuai dengan kebutuhan penelitian demi memperoleh data yang akurat.
Adapun key informan yang terpilih adalah :
1. Bupati/ Wakil Bupati
2. Badan Kepegawaian Daerah
3. Sekretaris Daerah
4. Inspektur
5. Tim Sukses
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6. Pihak yang dimutasi
7. Akademisi
1.4.2. Dokumen/Arsip
Dokumen dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan
fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang penting dalam
penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen tertulis,
gambar/foto, rekaman audio atau film audio-visual. Selain itu data statistik,
laporan penelitian sebelumnya serta tulisan-tulisan ilmiah merupakan
dokumen penting yang perlu ditelusuri untuk memperkaya data yang
dikumpulkan.
1.5. Teknis Analisis Data
Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara
terus menerus, sehingga datanya akan lebih mendalam. Teknik analisis
yang demikian ini mengikuti pendekatan analisis kualitatif dengan
menggunakan model Miles and Huberman 26 . Oleh karena itu, analisis
datanya meliputi tiga tahapan. Pertama, reduksi data (data reduction),
yakni merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal
penting dari sejumlah data lapangan yang telah diperoleh lalu mencari
polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan
gambaran yang lebih jelas tentang mutasi jabatan PNS di Pemda
Kabupaten Bone. Kedua, penyajian data (data display), yakni
menampilkan data yang telah direduksi yang sifatnya sudah
26Huberman, A. Michael dan Matthew B. Miles. “Analisis Data Kualitatif”. Jakarta : UII Press.1992.
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terorganisasikan dan mudah dipahami. Ketiga, kesimpulan (conclution
drawing), yakni akumulasi dari kesimpulan awal yang disertai dengan
bukti-bukti yang valid dan konsisten (kredibel), sehingga kesimpulan yang
dihasilkan dalam penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan
penelitian.
.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Pada bab ini peneliti akan menjelaskan gambaran umum mengenai
lokasi penelitian. Berdasarkan rumusan masalah peneliti yang mengkaji
tentang mutasi jabatan pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah
Kabupaten Bone 2013-2015, sehingga peneliti mengkhususkan penelitian
di Kabupaten Bone
4.1. Profil Kabupaten Bone
4.1.1. Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Bone
Sejarah mencatat bahwa Bone dahulu merupakan salah satu
kerajaan besar di nusantara pada masa lalu. Kerajaan Bone dalam
catatan sejarah didirikan oleh Raja Bone ke-1 yaitu ManurungngE
Rimatajang pada tahun 1330, mencapai puncak kejayaannya pada masa
pemerintahan Latenritatta Arung Palakka Matinroe ri Bontoala,
pertengahan abad ke-17. Kebesaran kerajaan Bone tersebut dapat
memberi pelajaran dan hikmah yang bagi masyarakat Bone saat ini dalam
rangka menjawab dinamika pembangunan dan perubahan-perubahan
sosial, perubahan ekonomi, pergeseran budaya serta dalam menghadapi
kecenderungan yang bersifat global.
Belajar dan mengambil hikmah dari sejarah kerajaan Bone pada
masa lalu minimal terdapat tiga hal yang bersifat mendasar untuk
diaktualisasikan dan dihidupkan kembali karena memiliki persesuaian
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dengan kebutuhan masyarakat Bone dalam upaya menata kehidupan ke
arah yang lebih baik. Ketiga hal yang dimaksud adalah :
Pertama, pelajaran dan hikmah dalam bidang politik dan tata
pemerintahan. Dalam hubungannya dengan bidang ini, sistem kerajaan
Bone pada masa lalu sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat atau
dalam terminologi politik modern dikenal dengan istilah demokrasi. Ini
dibuktikan dengan penerapan representasi kepentingan rakyat melalui
lembaga perwakilan mereka di dalam dewan adat yang disebut "Ade
Pitue", yaitu tujuh orang pejabat adat yang bertindak sebagai penasihat
raja. Segala sesuatu yang terjadi dalam kerajaan dimusyawarahkan oleh
Ade' Pitue dan hasil keputusan musyawarah disampaikan kepada raja
untuk dilaksanakan.
Ade Pitu merupakan lembaga pembantu utama pemerintahan
Kerajaan Bone yang bertugas mengawasi dan membantu pemerintahan
kerajaan Bone yang terdiri dari 7 (tujuh) orang yaitu :
1. Arung Ujung, bertugas Mengepalai Urusan Penerangan Kerajaan
Bone
2. Arung Ponceng, bertugas Mengepalai Urusan
Kepolisian/Kejaksaan dan Pemerintahan
3. Arung Ta, bertugas Bertugas Mengepalai Urusan Pendidikan dan
Urusan Perkara Sipil
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4. Arung Tibojong, bertugas Mengepalai Urusan Perkara / Pengadilan
Landschap/ Hadat Besar dan Mengawasi Urusan Perkara
Pengadilan Distrik
5. Arung Tanete Riattang, bertugas Mengepalai Memegang Kas
Kerajaan, Mengatur Pajak dan Mengawasi Keuangan
6. Arung Tanete Riawang, bertugas Mengepalai Pekerjaan Negeri
(Landsahap Werken – LW) Pajak Jalan Pengawas Opzichter.
7. Arung Macege, bertugas Mengepalai Pemerintahan Umum Dan
Perekonomian.
Selain itu di dalam penyelanggaraan pemerintahan sangat
mengedepankan asas kemanusiaan dan musyawarah. Prinsip ini berasal
dari pesan Kajaolaliddong seorang cerdik cendikia Bone yang hidup pada
tahun 1507-1586 pada masa pemerintahan Raja Bone ke-7 Latenri Rawe
Bongkangnge. Kajao lalliddong berpesan kepada Raja bahwa terdapat
empat faktor yang membesarkan kerajaan yaitu:
1. Seuwani, Temmatinroi matanna Arung Mangkau'E mitai munrinna
gau'e (Mata Raja tak terpejam memikirkan akibat segala perbuatan).
2. Maduanna, Maccapi Arung Mangkau'E duppai ada' (Raja harus pintar
menjawab kata-kata).
3. Matellunna, Maccapi Arung MangkauE mpinru ada' (Raja harus pintar
membuat kata-kata atau jawaban).
4. Maeppa'na, Tettakalupai surona mpawa ada tongeng (Duta tidak lupa
menyampaikan kata-kata yang benar).
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Pesan Kajaolaliddong ini antara lain dapat diinterpretasikan ke
dalam pemaknaan yang mendalam bagi seorang raja betapa pentingnya
perasaan, pikiran dan kehendak rakyat dipahami dan disikapi.
Kedua, yang menjadi pelajaran dan hikmah dari sejarah Bone
terletak pada pandangan yang meletakkan kerjasama dengan daerah lain,
dan pendekatan diplomasi sebagai bagian penting dari usaha
membangun negeri agar menjadi lebih baik. Urgensi terhadap pandangan
seperti itu tampak jelas ketika kita menelusuri puncak-puncak kejayaan
Bone dimasa lalu. Dan sebagai bentuk monumental dari pandangan ini di
kenal dalam sejarah akan perjanjian dan ikrar bersama kerajaan Bone,
Wajo, dan Soppeng yang melahirkan TELLUMPOCCOE atau dengan
sebutan lain "LAMUMPATUE RI TIMURUNG" yang dimaksudkan sebagai
upaya mempererat tali persaudaraan ketiga kerajaan untuk memperkuat
posisi kerajaan dalam menghadapi tantangan dari luar.
Ketiga, warisan budaya kaya dengan pesan. Pesan kemanusiaan
yang mencerminkan kecerdasan manusia Bone pada masa lalu. Banyak
hikmah yang bisa dipetik dalam menghadapi kehidupan, dalam menjawab
tantangan pembangunan dan dalam menghadapi perubahan-perubahan
yang semakin cepat. Namun yang terpenting adalah bahwa semangat
religiusitas orang Bone dapat menjawab perkembangan zaman dengan
segala bentuk perubahan dan dinamikanya.
Dalam perkembangan selanjutnya, Bone kemudian berkembang
terus dan pada akhirnya menjadi suatu daerah yang memiliki wilayah yang
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luas, dan dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, berkedudukan
sebagai Daerah Tingkat II Bone yang merupakan bagian integral dari
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Bone memiliki
potensi besar,yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan demi
kemakmuran rakyat. Potensi itu cukup beragam seperti dalam bidang
pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata dan potensi lainnya.
Demikian masyarakatnya dengan berbagai latar belakang
pengalaman dan pendidikan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan
untuk mendorong pelaksanaan pembangunan Bone itu sendiri. Walaupun
Bone memiliki warisan sejarah dan budaya yang cukup memadai, potensi
sumber daya alam serta dukungan SDM, namun patut digaris bawahi jika
saat ini dan untuk perkembangan ke depan Bone akan berhadapan
dengan berbagai perubahan dan tantangan pembangunan yang cukup
berat. Oleh karena itu diperlukan pemikiran, gagasan, dan perencanaan
yang tepat dalam mengorganisir warisan sejarah, kekayaan budaya, dan
potensi yang dimiliki ke dalam suatu pengelolaan pemerintahan dan
pembangunan. Dengan berpegang motto Sumange' Tealara yakni Teguh
dalam Keyakinan Kukuh dalam Kebersamaan, pemerintah dan
masyarakat Bone akan mampu menghadapi segala tantangan menuju
Bone yang lebih baik.
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4.1.2. Arti Logo Pemerintahan Kabupaten Bone
Lambang Daerah Kabupaten Bone berbentuk perisai bersudut lima
dengan warna hijau kebiru-biruan yang terdiri dari tujuh bagian yaitu : Sisir
(Salaga). Jangkar, Timbangan, Keris Terhunus, Padi, dan Kapas. Di
bawahnya bertuliskan Kabupaten Bone. Kesemuanya menggambarkan
tata kehidupan yang khas serta mengandung unsur-unsur historis, kultur,
patriotik, sosiologi, ekonomis, dan agraris terutama yang melambangkan
kepribadian.
1. SISIR (SALAGA) melambangkan bahwa salah satu dasar
penghidupan rakyat daerah Bone bersumber pada pertanian untuk
mencapai kehidupan yang layak. Cara menggunakan alat pertanian
tersebut dengan sistem gotong royong memberikan kesan bahwa
sarana penghidupan dan kehidupan rakyat Bone berdasarkan atas
sistem gotong royong.
2. JANGKAR melambangkan sifat kebaharian yang perkasa dari rakyat
Bone seperti yang telah dibuktikan oleh sejarah Perahu Elung
Mangenre milik kerajaan Bone dengan Bendera Samparajae sebagai
lambang kebesaran kerajaan didalamnya terlukis gambar Jangkar,
sehingga dapat ditarik kesan bahwa sifat pelaut ini merupakan khas
dari pada penduduk Bone.
3. TIMBANGAN pada tangkai lukisan jangkar sebelah menyebelah
menandakan rakyat Bone dengan segala tindakan dan perbuatan
serta pikiran dan pertimbangan yang waras. Timbangan inipun
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melambangkan keadilan dan kejujuran yang selalu merupakan
pegangan dalam bertindak.
4. KERIS TERHUNUS melambangkan keberanian. Hal ini memberikan
kesan bahwa rakyat Bone laksana prajurit yang gagah perkasa
dalam membela kebenaran dan keadilan. Keris terhunus
melambangkan kesiapsiagaan rakyat dalam segala hal.
5. PADI melambangkan pangan dan makanan pokok dari rakyat Bone.
Ini berarti bahwa daerah Bone adalah daerah agraris.
6. KAPAS melambangkan sandang yang juga merupakan cita-cita
perjuangan rakyat dalam memenuhi kebutuhan primernya.
7. TULISAN " KABUPATEN BONE " sebagai manifestasi perwujudan
nama daerah Bone. Tulisan ini warna merah yang melambangkan
keberanian dalam mempertahankan kebenaran serta dalam segala
cita rasa dan karsanya tetap suci.
4.1.3. Keadaan Geografis
Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di
Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota Watampone dengan luas
wilayah keseluruhan mencapai 4.558 km2. Kabupaten Bone secara
administratif terbagi kedalam 27 kecamatan, 328 desa dan 44 kelurahan.
Kecamatan terluas adalah Kecamatan Bonto Cani yaitu seluas 463,35 km2
sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan
Tanete Riatang yaitu seluar 0,52 km2. Kabupaten Bone terletak pada posisi
4°13'- 5°6' LS dan antara 119°42'-120°40' BT dengan garis pantai
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sepanjang 138 km yang membentang dari selatan ke utara.
Kabupaten Bone secara langsung berbatasan dengan beberapa
kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:
1. Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Wajo, Soppeng
2. Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Sinjai,Gowa
3. Sebelah Timur berbatasan Teluk Bone
4. Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Maros, Pangkep, Barru
Kabupaten Bone ditinjau dari ketinggian tempat dapat
diklasifikasikan kedalam 6 kategori dengan variasi ketiggian antara 0
hingga lebih dari 1.000 meter dpal. Kategori pertama (0-25 meter) yaitu
seluas 81.925,2 Ha, kategori kedua (25-100 meter) seluas 101.620 Ha,
kategori ketiga (100-250 meter) seluas 202.237,2 Ha, kategori keempat
(250-750 meter) seluas 62.640,6 Ha, kategori kelima (750-1000 meter)
seluas 40.080 Ha, dan kategori keenam (diatas 1.000 meter) seluas 6.900
Ha.
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Gambar 1. Peta Kabupaten Bone
Sumber: data sekunder BPS Kabupaten Bone
4.1.4. Pemerintahan Kabupaten Bone
Kabupaten Bone terdiri atas 27 kecamatan yang diperinci menjadi
328 desa dan 44 kelurahan dengan jumlah dusun/lingkungan sebanyak
1.299. Pada sisi  legislatif,  jumlah  anggota DPRD Kabupaten Bone
sebanyak 45 orang  yang terdiri atas 39 laki-laki  dan 6 perempuan.
Secara keseluruhan, sebagian besar anggota DPRD berpendidikan S-1
(53,33 persen). Namun, masih cukup banyak yang berpendidikan SMA
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(31, 11 persen) dan hanya 13,33 persen yang berpendidikan S-2. Secara
organisasi, lembaga wakil rakyat tahun ini terdiri dari tujuh fraksi, yaitu
fraksi Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, Nasdem, Persatuan Nurani
Bintang Kebangsaan, dan Keadilan Persatuan. Fraksi Partai Golkar
memiliki wakil terbanyak dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Bone
tahun ini yaitu 1/3 dari total anggota DPRD.
Tabel 1. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Bone mneurut Partai
Politik
No. Partai Politik
Jenis Kelamin
Jumlah
Laki-laki Perempuan
1. GOLKAR 12 3 15
2. GERINDRA 4 1 5
3. PAN 4 1 5
4. DEMOKRAT 4 - 4
5. NASDEM 3 1 4
6. PHNR 2 - 2
7. PBB 2 - 2
8. PDI-P 2 - 2
9. PKS 3 - 3
10. PPP 2 - 2
11. PKB 1 - 1
Bone 39 6 45
Sumber: data sekunder BPS Kabupaten Bone (2016)
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Berdasarkan data yang diperoleh data sekunder Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Bone, terdapat 11.093 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk
lebih lengkapnya dapat dilihat pada table berikut:
a. Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenis kelamin
Tabel 2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenis
kelamin
No. Jenis Kelamin
Jumlah
Pegawai
Presentase
(%)
1. Laki-laki 4.632 42 %
2. Perempuan 6.461 58 %
Jumlah 11.093
Sumber: Diolah dari data sekunder BKDD Kabupaten Bone (2016)
b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan
Tabel 3. Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
golongan
No. Golongan
Jumlah
Pegawai
Presentase
(%)
1. Ruang I 96 0,8 %
2. Ruang II 2.234 21 %
3. Ruang III 4.335 39 %
4. Ruang IV 4.428 40 %
Jumlah 11.093 100 %
Sumber: Diolah dari data sekunder BKDD Kabupaten Bone (2016)
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c. Keadaan Pegawai Negeri Sipil bedasarkan pendikan
Tabel 4. Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
pendidikan
No. Golongan
Jumlah
Pegawai
Presentase
(%)
1. SD 51 0,4 %
2. SMP 105 0,9 %
3. SMA 2.508 23 %
4. DIPLOMA I 110 0,10 %
5. DIPLOMA II 1.040 9 %
6. DIPLOMA III 587 5 %
7. DIPLOMA IV 96 0,8 %
8. STRATA I 6.208 56 %
9. STRATA II 388 4 %
10. STRATA III 0 0 %
Jumlah 11.093 100 %
Sumber: Diolah dari data sekunder BKDD Kabupaten Bone (2016)
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d. Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan eselon
Tabel 5. Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
eselon
No. Eselon
Jumlah Pegawai
Presentase
(%)Laki-
laki Perempuan
1. II A 1 0 0,1 %
2. II B 36 3 3 %
3. III A 68 15 6 %
4. III B 121 42 12 %
5. IV A 429 310 55 %
6. IV B 161 160 24 %
Jumlah 1.346 100 %
Sumber: Diolah dari data sekunder BKDD Kabupaten Bone (2016)
4.1.4.1. Perangkat Daerah dan Lembaga Teknis
Organisasi dan dinas-dinas yang ada di daerah Kabupaten
Bone sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 03,04,05
Tahun 2008 terdiri dari Perangkat Daerah dan Lembaga Teknis:
a. Sekretariat DPRD
b. Sekretariat Daerah
c. Dinas-Dinas Pemerintah:
1. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura
2. Dinas Peternakan
3. Dinas Kelautan dan Perikanan
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4. Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air
5. Dinas Pendidikan
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Perindustrian dan Perdangan
8. Dinas Pemuda dan Olahraga
9. Dinas Koperasi dan UMKM
10. Dinas Pendapatan Daerah
11. DinasPerhubungan
12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
14. Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan
Perumahan
15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
17. Dinas KesejahteraanSosial
18. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
d. Lembaga TeknisDaerah:
1. Bappeda danStatistik
2. Badan Kepegawaian, Diklat Daerah (BKDD)
3. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
4. Badan Pembinaan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat
5. Badan Perpustakaan, Arsip dan PDE
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6. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat
8. Unit Pelayanan Terpadu Perizinan (UPTP)
9. Inspektorat Daerah
e. Kantor-kantor :
1. Kantor Pemadam Kebakaran
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
3. Kantor Penelitian dan Pengembangan
4. Kantor Promosi dan Penanaman Modal
5. Kantor Pengelola Kebersihan,Pertamanan
dan Pemakaman
6. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
7. Kantor KetahananPangan
8. Rumah Sakit Umum Daerah
4.2. Kabupaten Bone di bawah Kepemimpinan Bupati H. Andi Fahsar
Padjalangi
DR. H. Andi Fahsar Mahdin Padjalangi M.Si atau biasa dikenal
sebagai Andi Baso Fahsar lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada
tanggal 21 Juni 1963.Beliau adalah Bupati Bone yang menjabat sejak 8
April 2013. Andi Fahsar yang berpasangan dengan H. Ambo Dalle dengan
tagline Tafa'dal dan diusung oleh Partai Golkar, PKS, PPP dan PKB ini
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keluar sebagai pemenang Pilkada Bone 2013-2018 dengan perolehan
suara 191.524 atau 47,64 persen mengungguli 5 pasangan lainnya.
4.2.1. Visi dan Misi Kabupaten Bone 2013-2018
4.2.1.1. V I S I
“MASYARAKAT BONE YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA”
 Sehat yaitu Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan
memperluas aksesibilitas pelayanan kesehatan yang adil dan
berkualitas.
 Cerdas yaitu Terciptanya pemerataan pendidikan bagi laki-laki dan
perempuan, berkebutuhan khusus, difable dan marginal yang
berkualitas untuk mewujudkan kualitas manusia mandiri berbasis
nilai-nilai agama dan kearifan lokal.
 Sejahtera yaitu Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup
berkelanjutan dalam aspek ekonomi, politik,sosial budaya,lingkungan
hidup,didukung infrastruktrur dan tata kelola pemerintahan yang baik.
4.2.1.2. M I S I
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau,
adil, dan merata.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan
berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan
manusia mandiri.
3. Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis
potensi lokal dan kelestarian lingkungan.
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4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak
dasar masyarakat yang berkeadilan.
5. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.
6. Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas
KKN
Dalam Upaya mewujudkan visi dan Misi tersebut di atas,
Pemerintah Kabupaten Bone menerapkan 4 (empat) Budaya Kerja
Organisasi yaitu :
1. Bekerja Cerdas
2. Bekerja Keras
3. Bekerja Ikhlas
4. Bekerja Tuntas
KERJA CERDAS ;
Mampu memperhitungkan risiko, mampu melihat peluang & dapat
mencari solusi sehingga dapat mencapai keuntungan yang diharapkan
Hal ini tentu didasari tingkat kemampuan yang dimiliki seseorang
(profesional pada bidangnya)
KERJA KERAS :
Usaha maksimal untuk memenuhi keperluan hidup di dunia dan di
akhirat disertai sikap optimis. Setiap orang wajib berikhtiar maksimal untuk
memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan akhirat. Kebutuhan hidup
manusia baik jasmani maupun rohani harus terpenuhi. Kebutuhan jasmani
antara lain makan, pakaian dan tempat tinggal sedangkan kebutuhan
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rohani diantaranya ilmu pengetahuan dan nasihat. Kebutuhan itu akan
diperoleh dengan syarat apabila manusia mau bekerja keras dan berdo’a
maka Allah pasti akan memberikan nikmat dan rizki-Nya. Bekerja atau
berikhtiar merupakan kewajiban semua manusia. Karena itu untuk
mencapai tujuan hidup manusia harus bekerja keras terlebih dahulu.
Dalam lingkup belajar, kerja keras sangat diperlukan sebab belajar
merupakan proses yang membutuhkan waktu. Orang akan sukses apabila
ia giat belajar, tidak bermalas-malasan.
KERJA IKHLAS :
Bekerja dengan bersungguh-sungguh yang dilandasi oleh hati yang
tulus dan dilakukan tanpa keluh kesah. Hal ini harus dimulai dari niat yang
baik atau dalam bahasa Bugis disebut "ININNAWA". Kerja ikhlas adalah
bentuk pengorbanan baik tenaga, pikiran, maupun perasaan.
KERJA TUNTAS :
Bekerja tidak setengah-setengah & mampu mengorganisasikan
bagian-bagian usaha secara terpadu dari awal sampai akhir untuk
mencapai hasil maksimal. Kerja tuntas dikalangan Bugis Bone dikenal
dengan prinsip "TELLABU ESSOE RI TENGNGA BITARAE" yaitu jika
ingin melakukaan sesuatu pekerjaan maka renungkanlah kemudian
satukan hati dan pikiran selanjutnya lakukan dan jangan berhenti di
tengah jalan . Untuk menguatkan prinsip tersebut maka menggunakan
Motto " SUMANGE' TEALARA" yaitu Teguh dalam Keyakinan, Kukuh
dalam Kebersamaan.
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4.2.2. Prestasi dan Penghargaan
Sejak memimpin Kabupaten Bone pada Tahun 2013 sampai 2016,
H. Andi Fahsar telah memerima berbagai macam penghargaan,
diantaranya:
a. Penghargaan Adi Praja Satwa Sewaka Tahun 2013 dari Menteri
Pertanian 5 Juni Tahun 2013. Penghargaaan Adi Praja Satwa
Sewaka ini merupakan bentuk apresiasi komunitas peternakan
terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen
tinggi terhadap pembangunan peternakan, yang diklasifikasi
kedalam tiga wilayah Indonesia yaitu Indonesia Bagian Timur,
Tengah dan Bagian Barat.
b. Penghargaan Raksaniyata dan Adiwiyata Tahun 2113, didapat dari
Kementerian Lingkungan Hidup Tanggal 23 Desember Tahun
2013. Raksayiniyata merupakan Penghargaan atas keberhasilan
pemerintah Kabupaten Bone menambah tutupan vegetasi dalam
upaya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mendorong
pemanfaatan ruang secara bijaksana dan meningkatkan resapan
gas rumah kaca. Adiwiyata merupakan Penghargaan Sekolah yang
berbasis lingkungan diberikan atas prestasi SD Inpres 12/79
Pallawarukka Rukka Kecamatan Ulaweng yang berhasil dalam
mengembangkan penghijauan lingkungan sekolahnya yakni
sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih serta lingkungan
yang indah.
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c. Penghargaan Sertifikat Adipura Tahun 2014 dari Kementerian
Lingkungan Hidup 5 Juni Tahun 2014 sebagai bagian atas peran
serta Pemerintah bersama masyarakat Kabupaten Bone dalam
Mewujudkan Kota Bersih dan Hijau (Clean and Green City).
Adipura, adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang
berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan.
Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan
Hidup
d. Penghargaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Terbaik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
e. Juara Umum Sulsel BOOK FAIR/PEKAN PERPUSTAKAAN Tingkat
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
f. Penghargaan Kepala Daerah Inovatif Tahun 2015 dari CEO PT
Media Nusantara Citra (MNC) Tbk. Bupati Bone mendapat
penghargaan pembangunan di bidang Maritim dan Pariwisata.
Diserahkan pada Tanggal 31 Juli 2015 di Makassar.
g. Penghargaan OPSUS (Upaya Khusus) Swasembada
Pangan Tahun 2015 dari Presiden RI
h. Penghargaan TANGGUH AWARD 2015 Kategori Website
Terbaik kabupaten/kota se-Indonesia yang diwakili BPBD
Kabupaten Bone
i. Penghargaan Adi Bhakti Pratama Tahun 2015, Pengabdian 21
Tahun di PKK
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j. Penghargaan Adi Bhakti Tani Nelayan Tahun 2015 dari Kontak
Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional
k. Penghargaan Swasti Saba Padapa Tahun 2015, Penghargaan di
Bidang Kesehatan sebagai Kabupaten Sehat dari Kementerian
Kesehatan RI. Diberikan langsung oleh Menteri Kesehatan, 27
November 2015 di Jakarta
l. Juara I Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan
Sejahtera tingkat provinsi Sulawesi selatan diwakili Desa Seberang
Kecamatan Lamuru Tahun 2015
m. Juara I Madya dalam Bidang Akselarasi Pembangunan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan
KB/KS tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
n. Penghargaan BKN AWARD Tahun 2016 Peringkat Pertama Tingkat
Nasional Pelaksanaan E-PUPNS
o. Penghargaan Gelar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, 22 Juni
Tahun 2016
p. Penghargaan BAKTI KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH dari Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia,
21 Juli 2016
q. Penghargaan KEPALA DAERAH INOVATIF 2016 Bidang Ekonomi
Pertanian dari Koran Seputar Indonesia (Sindo), 11 Agustus 2016
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r. Penghargaan Honorary Police (Penghormatan Tertinggi Kapolda)
oleh Kepala Polisi Daerah Sulawesi Selatan Irjen Pol. Dr.Drs.Anton
Charlyan, Kamis 8 September 2016.
4.3. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Bone
4.3.1. Visi dan Misi BKDD
Adapun visi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan
Kabupaten Bone dalam meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bone
adalah:
“Terwujudnya Pengelolahan Kepegawaian Daerah yang Prima
Menuju Tercapainya Pegawai yang Berkompetensi, Profesional dan
Sejahtera”.
Sedangkan misi yang diemban Badan Kepegawaian, Pendidikan,
dan Pelatihan Kabupaten Bone yang bertolak dari Visi diatas adalah:
1. Meningkatkan pengolalahan data dan informasi kepegawaian yang
berbasis teknologi informasi
2. Meningkatkan pengelolahan administrasi kepegawaian yang
berkkeadilan, professional, akuntabel, dan transparan.
3. Meningkatkan kompetensi rekrutmen dan penataan kepegawaian
dengan kebutuhan pegawai.
4. Meningkatkan profesionalisme sumberdaya aparatur.
5. Meningkatkan penegakan aturan perundang-undangan
kepegawaian.
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6. Mengembangkan pengelolahan kepegawaian dengan system pola
karir berdasarkan prestasi kerja.
7. Meningkatkan pembinaan mental dan spiritual pegawai.
4.3.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BKDD
Kedudukan: Badan  Kepegawaian,  Pendidikan,  dan Pelatihan
sebagai unsur lembaga teknis daerah yang dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati.
Tugas Pokok: tugas pokok Badan Kepegawaian, Pendidikan,
dan Pelatihan yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan tugas
bidang teknis kepegawaian.
Fungsi : untuk melaksanakan tugas Badan, Kepegawaian,
Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai fungsi:
1. Membina dan menyelenggarakan administrasi kepegawaian
2. Merumuskan strategi pengembangan harian pegawai
3. Memberi pelayanan kesejahteraan pegawai
4. Merencanakan dan melaksanakan peningkatan sumber daya aparatur
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati.
4.3.3. Susunan Organisasi BKDD
Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan
Pelatihan Kabupaten Bone yaitu terdiri atas:
1. Kepala Badan
2. Sekretaris
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e. Sub bagian umum dan perencanaan
f. Sub bagian keuangan dan perlengkapan
g. Sub bagian kepegawaian
3. Bidang Pengembangan
a. Sub bidang pengadaan, penempatan, dan perpindahan pegawai
b. Sub bidang jabatan structural dan fungsional pegawai
4. Bidang informasi kepegawaian dan pengendalian pegawai
a. Sub bidang pengelolahan data
b. Sub bidang Dalpeg, Evaluasi, dan Pelaporan
5. Bidang Kepangkatan dan Pensiun
a. Sub bidang kenaikan pangkat PNS
b. Sub bidang pension PNS
6. Bidang Kesejahteraan
a. Sub bidang kesejahteraan dan bina mental
b. Sub bidang motivasi penghargaan dan tanda jasa
7. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
a. Sub bidang struktural, fungsional, profesi, dan teknis
b. Sub bidang kurikulum, silabi, evaluasi, dan pelaporan
8. Unit Pelaksana Tugas Daerah
9. Kelompok Jabatan Fungsional
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Birokrasi sebagai suatu sistem kontrol dalam sebuah organisasi
yang dirancang berdasarkan aturan-aturan rasional sistematis yang
bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas kerja
individu dalam rangka menyelesaikan tugas administratif. Dalam birokrasi
Pemerintahan, untuk mencapai efektivitas dan efensiasi dalam
melaksanakan tugas pemerintahan dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang profesional. Dalam mengangkat, memindahkan, dan
memberhentikan pegawai harus secara sistematis dan sesuai regulasi
yang berlaku agar bisa mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang kompetitif
yang mampu memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan keinginan
masyarakat. Namun dalam prakteknya, birokrasi Indonesia terlihat tidak
netral terutama dalam melakukan mutasi jabatan. Kepala Daerah yang
merupakan Pembina Kepegawaian Daerah dalam mengangkat seorang
Pegawai Negeri Sipi dalam jabatan struktural Pemerintahan lebih karena
hubungan kekerabatan, pertewanan, atau balas jasa.
Pelaksanaan mutasi di Kabupaten Bone, semenjak Andi Fahsar
Padjalangi dilantik, dalam rentan tahun 2013-2015 telah melakukan
beberapa kali pelantikan dan pergeseran di pemerintahan daerah mulai
dari eselon II, III, dan IV. Dalam pelaksanaannya banyak pegawai yang
dirotasi, promosi, dan demosi. Hal tersebut dilakukan untuk penyegaran
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dalam organisasi serta evaluasi terhadap pegawai agar mewujudkan visi
dan misi yang ingin dicapai oleh Bupati.
Penulis akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan
selama 3 (tiga) bulan, data didapatkan melalui wawancara dengan
beberapa narasumber yang penulis anggap kompeten tentang masalah
penelitian serta data-data dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian
penulis. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada
bab sebelumnya, maka pada bab ini, penulis akan memaparkan mengenai
pelaksanaan mutasi jabatan PNS di Pemda Kabupaten Bone 2013-2015
seta peran dari tim sukses dalam mutasi jabatan PNS di Pemda
Kabupaten Bone. Kedua Aspek tersebut akan dibahas lebih lanjut.
5.1. Mutasi Jabatan PNS di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone
2013-2015
Mutasi jabatan atau pemindahan jabatan meliputi segala
perubahan jabatan seorang pegawai dalam arti umum. Perubahan posisi
jabatan/tempat/pekerjaan disini masih dalam level yang sama dan juga
tidak diikuti perubahan tingkat wewenang dan tanggung jawab, status,
kekuasaan dan pendapatnya yang berubah dalam mutasi jabatan
hanyalah bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan mutasi, aspek-aspek
profesionalitas selalu dikedepankan, konsep the right man on the right
place menjadi landasan untuk membentuk birokrasi pemerintah yang
profesional. Dalam konsep birokrasi yang dikemukan Max Weber, seorang
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sosiolog Jerman. Beliau mengibaratkan birokrasi sebagai sebuah mesin
yang siap menjalankan dan mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah
dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintahan tanpa terkontaminasi dengan
tujuan atau kepentingan pribadi. Dalam kaitan ini maka setiap pejabat
pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab politik, kecuali pada bidang
tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Sepanjang tugas
dan tanggung jawab publik sebagai mesin politik itu dijalankan sesuai
dengan proses dan prosedur yang telah ditetapkan, maka akuntabilitas
pejabat birokrasi pemerintahan telah diwujudkan. Aspek netralitas dalam
pelaksanaan mutasi sangatlah penting sehingga pejabat-pejabat yang
duduk di setiap jabatan memang karena kapasitas dan kompetensi yang
mereka miliki.
Tujuan dilakukannya mutasi dalam suatu birokrasi pemerintahan
adalah untuk penyegaran agar meningkatkan produktivitas para pejabat
sehingga merangsang untuk meningkatkan kinerja pejabat serta evaluasi
untuk memperbaiki penempatan yang tidak memuaskan. Hal tersebut
senada dengan yang diungkapkan oleh AI27 yang mengatakan bahwa:
“mutasi dilakukan sebagai penyegaran pada organisasi
pemerintahan daerah yang didasarkan pada kebutuhan pegawai
untuk mengisi jabatan yang kosong serta evaluasi kinerja pegawai
untuk meningkatkan kinerja, dasar pelaksanaan mutasi diatur
berdasarkan  Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2000 dan
Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2002”28
27 Kepala BKDD Kabupaten Bone
28 Wawancara dengan penulis pada tanggal 10 Agustus 2016
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Dalam konsep administrasi, mutasi dilakukan untuk menghindari
kejenuhan bagi pegawai sehingga bisa meningkatkan kinerja mereka
begitu juga halnya dengan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
dilakukan di pemerintah daerah Kabupaten Bone adalah untuk melakukan
penyegaran oraganisasi serta untuk mengisi jabatan dan mengganti
pejabat yang dianggap kinerjanya kurang memuaskan dan tidak mampu
mencapai target yang sudah ditetapkan. Hakekatnya mutasi adalah
bentuk perhatian pimpinan terhadap bawahan. Di samping perhatian
internal, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah bagian
terpenting dalam seluruh pergerakan yang terjadi dalam lingkup kerja
pemerintahan. Sejalan juga dengan pernyataan SD29, yang mengatakan
bahwa:
“Biasanya mutasi itu karena ada kekosongan jabatan, jadi kita
mencari yg punya kompetensi, yang kedua adanya hasil evaluasi
beberapa kader yg bekerja tidak sesuai dengan harapan kita maka
kita lakukan rotasi. Intinya kita melakukan penyegaran, dalam mutasi
itukan ada Baperjakat, saya sebagai kepala, ada inspektur, BKD,
asisten, kita melakukan penilaian pada mereka masing-masing, kami
melihat kinerjanya tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita
berikan kesempatan bagi mereka yang memang bisa
mengembannya”30
Selain itu, mutasi yang dilakukan sudah diatur berdasarkan
peraturan pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 dan Nomor 13 Tahun 2002
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
Dalam mekanisme mutasi di pemerintah daerah Kabupaten Bone,
dibentuk tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan)
29 Sekda Kabupaten Bone
30 Wawancara dengan penulis pada tanggal 5 September 2016
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yang diketuai oleh Sekretaris daerah  dan anggotanya ada Inspektur,
Kepala BKD, Kabid Pengembangan BKD, dan Asisten 1,2, dan 3. Tim
Baperjakat ini melakukan seleksi tiap pejabat yang dianggap punyai
kompetensi dan kapasitas yang akan diusulkan ke Bupati sebagai
Pembina kepegawaian daerah untuk menetapkan nantinya. Pada sub ini
penulis akan membahas mutasi jilida pertama, mutasi jilid kedua, dan
pertimbangan Baperjakat dalam proses mutasi di Kabupaten Bone.
5.1.1. Mutasi Pegawai Jilid Pertama
Mutasi pertama dilakukan oleh Bupati Bone Andi Fahsar Padjalangi
dilakukan pada tanggal 9 Juli 2016, sebanyak 48 pejabat eselon II yang
digeser di jabatan pemerintah daerah. Proses mutasi pertama yang terjadi
di Kabupaten Bone tidak lepas dari konstestasi Pilkada sehingga terkesan
ada politik balas jasa di dalamnya, beberapa pegawai yang merupakan
tim loyalis pemenangan Bupati Andi Fahsar M Padjalangi menduduki
jabatan penting, seperti diungkapakan SM31, yang mengatakan:
“Pada mutasi pertama, kelihatan siapa-siapa yang mengisi jabatan
penting, hal ini dipengaruhi karena kontestasi Pilkada yang lalu. Jadi
kelihatan inilah orang-orang yang mengisinya dari tim Bupati,
merekalah yang berjasa dalam pemenangan Bupati, tim-tim loyalis
yang kentara pada saat kampanye mendukung Bupati, dan bisa
ditanya, masyarakat tahu itu siapa-siapa pejabat yang termasuk
dalam tim iyana’e atau tafaddal”32
Untuk membentuk kinerja birokrasi yang profesional dibutuhkan
meryt system dalam proses mutasi, dimana mutasi yang dilakukan karena
pertimbangan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai bukan dengan spoil
31 LSM Kabupaten Bone
32 Wawancara dengan penulis pada tanggal 30 Agustus 2016
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system yaitu mutasi karena pertimbangan kedekatan, pertemanan,
ataupun balas jasa. Proses mutasi pertama yang terjadi di Kabupaten
Bone terutama setelah Pilkada cenderung kearah spoil system, intervensi
politik yang masuk ke dalam birokrasi sehingga mempengaruhi keputusan
Bupati dalam mengangkat pegawai ke jabatan struktural. Beberapa
pegawai yang disinyalir diangkat karena pertimbangan politik. Seperti Andi
Islamuddin yang sebelumnya di instansi Pembantu Gubernur Sulsel ditarik
kembali dan diangkat menjadi Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat
Daerah (BKDD) Bone menggantikan Muhammad Ridwan. Andi Islamuddin
merupakan salah satu tim sukses Bupati pada saat Kampanye lalu, seperti
yang diungkap oleh MR33:
“faktor kekerabatan dalam mutasi itu kentara ada terutama pada saat
suksesi pemenangan Beliau saat Pilkada. Banyak tim pemenangan
Beliau, termasuk kepala Dinas PU dan BKD. itukan contoh yah.
Kepala BKD sekarang kan dulu di luar tetapi saat Andi Fahsar
menjabat dia ditarik lagi ke Bone”34
Bentuk mutasi ke arah system spoil mengakibatkan muncul praktik
patronase, di mana janji politik pemenang dibuat dan diisi sebagai
penghargaan kepada sekutu politik atau dalam pertukaran untuk bantuan
kepada mereka yang membantu dalam kampanye. James Scott
menyebutkan bahwa pola hubungan patron–clien adalah Interaksi antara
dua individu (si patron dengan si client) yang bersifat timbal balik dengan
mempertukarkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Si
patron memiliki sumber daya yang berupa kekuasaan, jabatan, materi.
33 LSM Kabupaten Bone
34 Wawancara dengan Penulis pada tanggal 30 agustus 2016
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Dan si client memiliki sumber daya yang berupa tenaga, dukungan, dan
loyalitas.35 Sedangkan pihak-pihak yang yang berdiri di sisi yang lain akan
kesulitan untuk mempertahankan jabatannya.
Pada mutasi pertama di Kabupaten Bone yang dilakukan oleh
Bupati ada 18 pejabat eselon II yang di demosi, dikarenakan
pertimbangan kinerja yang kurang memuaskan serta dianggap tidak
sesuai dengan visi dan misi yang akan Bupati jalankan. Dari 18 pegawai
tersebut, ada beberapa yang penulis temukan di lapangan dari pandangan
masyarakat yang menilai bahwa sebenarnya kinerja yang mereka lakukan
sudah cukup memuaskan, seperti Arfiah Arabe yang dulunya menjabat
sebagai Direktur RSUD diparkir ke Staf Khusus Dinas Kesehatan . Seperti
yang diungkapkan AA Ketua LSM se-Kabupaten Bone bahwa:
“Kinerja yang Ia lakukan selama menjabat mampu membawa Rumah
Sakit sangat membanggakan dan mampu meningkatkan pelayanan
dari Tipe C ke Tipe B. Secara publik, dia terbuka untuk saran dan
pembangunan Rumah Sakit”36.
Dasar pertimbangan dalam melakukan demosi terhadap pegawai
salah satunya adalah karena pertimbangan kinerja yang dianggap tidak
mampu mencapai target yang ditentukan. Masyarakat disini yang
merupakan pihak yang dilayani oleh birokrasi berhak menilai kinerja para
pejabat birokrat sehinga untuk menentukan bagus tidaknya harus melihat
dari respon masyarakat. Dalam proses mutasi yang penulis dapatkan di
lapangan dilakukan lebih karena pertimbangan politis bukan karena
35 http://deddysumardi.wordpress.com/2010/12/10/patronage/, akses, 1 September 2016
36 Wawancara dengan penulis pada tanggal 9 September 2016
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prestasi pegawai. Bupati sebagai pembina Kepegawaian Daerah memang
memiliki wewenang untuk menempatkan pejabat yang Bupati anggap
mampu bekerja sama dalam menjalankan visi dan misi yang akan dicapai
sehingga dalam menentukan pegawai dipilihlah orang-orang yang
dipercaya serta mempunyai loyalitas untuk bekerjasama. Pegawai yang
memang tidak memberikan dukungan terhadap Andi Fahsar akan
disingkirkan dari jabatan strategis di Pemda Bone. Seperti yang
diungkapkan oleh Irwansyah, salah pegawai yang kinerja juga dianggap
memuaskan yang dimutasi dari jabatan Bappeda Bone menjadi Staf
Khusus Sekda Bone. Ia mengatakan:
“….Iya terkesan memang itu semua wewenang Bupati menetapkan
seseorang pada jabatan Pemda, kesan itu masih muncul. Itu yg kita
lihat dari luar, tapikan kita tidak berada di dalam. Orang diberhentikan
dari jabatan itukan karena pelanggaran, tapikan tidak ada, seperti
tadi saya bilang lebih kepada persoalan investasi pada pilkada itu”37
Birokrasi merupakan lembaga yang lebih kepada menjalankan
tugas dari hasil keputusan-keputusan yang dikeluarkan berdasarkan
aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Birokrasi harus netral
secara dimasksudkan untuk menghindari adanya penyalahgunaan
kekuasaan (abuse of power) terhadap birokrasi38. Paling tidak terdapat
tiga hal yan rawan ketika birokrasi itu terlibat di dalam politik. Pertama,
munculnya intervensi politik di dalam penempatan jabatan-jabatan di
dalam birokrasi. Kedua ketika birokrat berpolitik, dikhawatirkan adanya
penyalahgunaan atas sumber-sumber keuangan dan fasilitas publik yang
37 Wawancara dengan penulis pada tangal 31 Agustus 2016
38 Kacung Marijan. Op.cit Hal 219
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dimiliki oleh birokrat. Ketiga, dikhawatirkan membuat terjadinya pemilihan-
pemilihan kepada kelompok tertentu39.
Selanjutanya Bupati kembali melakukan mutasi pada tanggal 30
Juli 2013 yang terdiri Sebanyak 234 pejabat eselon II, III, dan IV. Alasanya
karena dianggap kinerja kurang memuaskan dan tidak mampu
menjalankan target yang dibebankan. Seseorang Pegawai yang didemosi
harus berdasarkan aturan, hal tersebut yang penulis temukan di lapangan
banyak aturan yang dilanggar oleh pihak berwenang dalam hal mutasi.
Fakta politik yang sifatnya faktor like or dislike masih indikator pendukung
utama. Banyak regulasi yang dilanggar dalam proses mutasi di Kabupaten
ini, seperti yang diungkapkan SM40:
“Iya, ada beberapa kepala Dinas bupati sebelumnya pasti diganti
karena tidak sejalan. Kelihatan sekali nuansa politis. Ketika orang-
orang yang dianggap masih bisa menduduki jabatan didemosikan
sementara orang sudah memilki catatan hukum diberikan jabatan”41
Landasan hukum pelaksanaan mutasi, pengangkatan dan
pemberhentian pegawai negeri sipil adalah Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 1999, Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara
Tahun 1999 Nomor). Tentang wewenang pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian pegawai  negeri sipil, diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 96, Tahun 2000. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut
di atas merupakan pedoman pelaksanaan mutasi kepegawaian di setiap
instansi pemerintah umum dan daerah. Di Pemda Kabupaten Bone
39 Ibid. Hal 219-220
40 LSM Kabupaten Bone
41 Wawancara dengan penulis pada tanggal 30 Agustus 2016
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Pejabat yang telah memiliki catatan hukum ternyata masih diberikan
peluang untuk menjabat. Salah satu contohnya yang penulis dapatkan
adalah pada kasus Kepala Dinas Pendidikan yang sebelumya
diberhentikan dari kepala Dinas ESDM pada masa pemerintahan
sebelumnya karena sempat berurusan dengan kasus hukum yang
menimpanya, tetapi pada masa Andi Fahsar Padjalangi kembali diangkat
menjadi kepala Dinas. Jika dikaitkan dengan regulasi yang ada, hal
tersebut sudah tidak sesuai. Selain itu perkara demosi pegawai juga
dianggap menyimpang dari aturan, seperti yang diuangkapkan informan
HP42:
“Menurut saya bupati itu cacat yuridis, yang dilanggar adalah UU
kepegawaian, kemudian UU penyelanggaraan Negara mengenai KKN,
kemudian PP tentang pengangkatan dan pemberhentian dalam
jabatan struktural, kemudian peraturan kepala BKN. Kalau kita mau
menarik benang merahnya dari hasil mutasi, terutama pada mutasi
pertama dan kedua, yang berimplikasi adanya gugatan, maka
sebenarnya dalam pelaksanaan mutasi banyak tendensi politik. Balas
jasa banyak. Maka dengan cara itu prosedur tidak digunakan jadi
Bupati memanfaatkan kewenangan dengan salah. Jadi mutasi tidak
sesuai.”43
Proses mutasi yang dilakukan oleh Bupati Bone dan tim Baperjakat
dari hasil temuan penulis di lapangan ternyata banyak yang tidak sesuai
dengan regulasi sehingga beberapa orang yang didemosikan pada mutasi
tanggal 30 juli 2013 sempat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata usaha
Negara (PTUN) terkait proses mutasi yang mereka anggap ada
penyimpangan di dalamnya karena tidak memenuhi asas formal dan
42 Pegawai yang didemosi
43 Wawancara dengan penulis pada tanggal 2 September 2016
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materil. Dari putusan yang dikeluarkan oleh PTUN memenangkan tim
penggugat, penulis melihat bahwa memang ada beberapa aturan terkait
pelaksanaan mutasi yang dilanggar oleh tim Baperjakat dan Bupati.
Seperti yang dikatakan oleh AB44, Ia mengungkapkan:
“Kami melihat ada kekeliruan dalam keputusan tersebut, karena
pemahaman kami terkait dengan masalah, dalam administrasi
Negara, kebijakan itu tidak memenuhi asas, baik asas formal dan
materil. Sehingga dalam UU, salah satu asas saja tidak terpenuhi,
maka kebijakan tersebut cacat yuridis. Apalagi kalau dua asas
tersebut dilanggar. Kami melihat SK bupati tersebut, dia tidak
memenuhi dua asas tersebut, Syarat materil yaitu bahwa keputusan
Bupati itu dalam PP tidak terpenuhi. Syarat formilnya, termasuk tata
cara mutasi, itu tidak dilakukan”.45
Beberapa pejabat didemosi lebih dikarenakan faktor like or dislike
dari Bupati selaku pembina kepegawaian yang memiliki hak dalam
menetapkan keputusan soal mutasi. Hal ini menjadi anomali dalam
struktur birokrasi yang mestinya ditata dengan asas profesionalisme.
Berkembangnya politisasi birokrasi di tingkat lokal tidak lepas dari
hasrat para politisi untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar. Hal
yang dilakukan oleh pasangan Bupati tidak bisa selamanya dianggap
sebagai tindakan yang salah, jika melihat beberapa pandangan ahli
mengenai birokrasi dan politik. Dikatakan bahwa, politik dan birokrasi
merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan, mengingat bahwa
pemerintahan kita tidak bisa memisahkan masalah politik dari masalah
administrasi. Seperti yang diungkapkan oleh Riggs bahwa orang yang
44 Pegawai yang didemosi
45 Wawancara dengan penulis pada tanggal 2 September 2016
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berpikiran birokrasi itu netral secara politik sama saja dengan orang yang
berpandangan bahwa orang-orang yang ada di dalam birokrasi itu
merupakan powerless apparatus dan devoid of self-interest or power.46
5.1.2. Mutasi Pegawai Jilid Kedua
Bupati Kabupaten Bone kembali melakukan mutasi pada tanggal 6
Februari 2015, sebanyak 10 pejabat eselon II, 56 pejabat eselon III, dan
193 pejabat eselon IV Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang digeser
dan dilantik. Mutasi yang dilakukan menunjukkan ada beberapa pegawai
yang digeser atau ditukar jabatanya, seperti kepala Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan) Baharuddin yang digeser
menjadi Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) bertukar
tempat dengan Sunardi Nurdin yang Sebelumnya Kepala Dishutbun
menjadi Kepala Distan. Selain pada mutasi kali ini ada kecendrungan
yang tergambarkan bahwa Bupati sudah mulai menarik mantan lawan
Politiknya, seperti Andi Promal Pawi. Andi Promal merupakan calon wakil
Bupati yang menjadi lawan politik Andi Fahsar pada saat kontestasi
Pilkada lalu. Andi Promal Pawi diangkat menjadi Kabag Humas di Pemda
Bone, seperti yang dikatakan oleh AI47:
“Menurut saya Bupati sekarang ini tahu mana yang punya
kompetensi, meskipun mereka berasal dari lawan politik Beliau,
contohnya di Dinas Perdagangan sekarang dan Andi Promal Pawi,
mereka kan bersaing pada saat Pilkada dulu,….karena Beliau
46 dalam Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia (konsolidasidemokrasi pasca-orde
baru), Jakarta:Prenada,2010,hlm. 224
47 Kepala BKDD Kabupaten Bone
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melihat orang ini punya kompetensi. Kalo ada dendam-dendam
politik, orang ini tidak dipakai. Karena pernah baku lawan”48
Konsolidasi politik yang dilakukan oleh Bupati dengan menarik
kembali mantan lawan politiknya mencerminkan sikap profesionalisme
yang ditunjukkan dalam menata birokrasi di Kabupaten Bone menuju
birokrasi profesional meskipun beberapa pendapat yang penulis temukan
di lapangan bahwa hal yang dilakukan oleh Bupati tersebut didasari oleh
kepentingan politik karena mendekati suksesi kepemimpinannya, seperti
yang diungkapkan MR49, bahwa:
“…..Itukan baru, karena mau mendekati suksesi ndi, karena semua
yang dianggap punya power dirangkul lagi karena ini mau mendekati
suksesi, kalau memang betul-betul merangkul kenapa baru sekarang
diangkat. itu pandangan pribadi saya.”50
Proses mutasi yang dilakukan pada jilid kedua ini ada kesan karena
dilandasi akan kepetingan politik di dalamnya dengan merangkul kembali
beberapa lawan politik dilakukan untuk persiapan menghadapi Pilkada
2018 yang akan datang. Meskipun kalau dilihat sebenarnya Andi Promal
Pawi juga memiliki kapasitas dan kompetensi untuk duduk di jabatan
Kabag Humas, sebelumnya pada periode Bupati Idris Galigo Ia sempat
menjadi sekretaris di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
sebelumnya mengundurkan diri karena ikut dalam Pilkada.
Mutasi jilid kedua ini juga penulis dapatkan bahwa ada intervensi
politik dalam mempengaruhi keputusan Bupati untuk menempatkan
beberapa pejabat pemerintahan di posisi yang strategis, seperti Kepala
48 Wawancara dengan penulis pada tanggal 10 Agustus 2016
49 LSM Kabupaten Bone
50 Wawancara dengan penulis pada tanggal 30 Agustus 2016
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Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) dan Sekretaris
Camat Bengo yang diduduki oleh Sunardi Sulaiman dan Asman Sulaiman,
mereka berdua diketahui merupakan saudara dari Menteri Pertanian
Republik Indonesia Amran Sulaiman. Hal tersebut diungkapkan oleh SM,
bahwa:
“……tapi kalau untuk mengatakan Bupati sudah professional, saya
katakan belum juga, karena menurut saya  itu kepentingan politik.
Menurut saya karena kepala Dinas itukan saudara dari Menteri
Pertanian , mungkin saja ada tekanan poltik, seandainya memang
kalau mau merangkul kenapa bukan dari awal.”
intervensi politik menurut Azhari terhadap birokrasi adalah tindakan
yang dilakukan oleh pejabat-pejabat politik yang tidak sejalan dengan
semangat netralitas birokrasi dan aturan perundangan yang berlaku dalam
manajemen birokrasi publik. Intervensi semacam ini kerap dilakukan
semata untuk keuntungan partai dan individu pejabat politik tertentu.
Temuan yang penulis dapatkan dilapangan pada mutasi kedua ini syarat
akan kepetingan politik, keputusan mutasi yag dilakukan Bupati dengan
menempatkan pejabat di posisi strategis lebih dilandasi karena
pertimbangan politis bukan karena kepentingan organisasi.
5.1.3. Pertimbangan Baperjakat dalam Mutasi
Dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 32 Tahun 2004
tentang pemerintahan daerah secara siginifikan telah memberikan
perubahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ciri utama dari
kedua UU tersebut adalah makin luasnya otonomi daerah dan makin
meningkatnya diskresi daerah dalam melaksanakan otonomi daerahnya.
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Sedikitnya ada enam perubahan besar yang terjadi terhadap pilar-pilar
pemerintahan daerah yaitu : Perubahan isi otonomi yang akan merubah
cakupan kewenangan pemda, melembagakan kewenangan-kewenangan
tersebut dalam bentuk lembaga/organisasi pemda, penataan personil
yaitu pegawai yang akan menjalankan lembaga tersebut, perubahan
pengelolaan keuangan, perubahan dalam aspek perwakilan rakyat dan
demokratisasi dalam pilkada, serta perubahan dalam pengelolaan otonomi
daerah. Salah satu upaya penataan pegawai untuk membentuk birokrasi
yang profesional adalah dengan melaksanakan uji kompetensi bagi
pegawai yang akan menduduki jabatan tertentu. kebijakan ini disamping
dapat memberikan analisa jabatan yang tepat dalam penempatan seorang
pegawai dalam jabatan struktural, tetapi bermanfaat pula dalam
mengarahkan Pemda untuk dapat mengembangkan berbagai jenis
jabatan fungsional.
Dalam pelaksanaan mutasi jabatan, pemerintah daerah Kabupaten
Bone mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000
tentang pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural pasal 14 ayat (1)
yakni :
“Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan
dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut
Baperjakat”
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
Pemerintah Kabupaten Bone memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu
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memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK) dalam pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural
Eselon II ke bawah. Dalam pemutasian pegawai, maka PPK juga perlu
memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan
pelatihan jabatan, serta pengalaman kerja. Mutasi yang terjadi di
Kabupaten Bone harus melalui pertimbangan dari Tim Baperjakat yang
diberikan kuasa penuh untuk memberikan penilaian kepada Pegawai
Negeri Sipil. Tim Ini di ketuai langsung oleh Sekda Bone dan keputusan
akhir tentang mutasi seorang Pegawai Negeri Sipil berada di tangan
Bupati. Dalam Sub pembahasan ini penulis akan membahas
pertimbangan Kompetensi pendidikan, jenjang kepangkatan, loyalitas
yang dilakukan Baperjakat dalam melakukan mutasi di Pemda Kabupaten
Bone.
5.1.3.1. Kompetensi Pendidikan
Dalam jabatan Struktural Pemerintah Daerah yang menjadi salah
satu pertimbangan utama dalam mengangkat seorang pejabat khusus di
jabatan Kepala Dinas atau Badan adalah kompetensi pendidikan yang
dimiliki. Bidang yang diduduki harus sesuai dengan latar belakang
pendidikan yang dimiliki untuk mengoptimalkan kinerja yang akan
dilakukan nantinya. Hasil dari pengamatan penulis, di Kabupaten Bone
sendiri ada beberapa pimpinan SKPD (satuan Kerja Perangkat Daerah)
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yang duduk di jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang
pendidikan yang dimiliki. Seperti yang dikatakan MR51 Kabupaten bone:
“dalam mengangkat seseorang, kita harus berdasarkan pendidikan
dan kompetensi , artinya  ketika seseorang dari non pertanian tetapi
ditempatkan di Dinas pertanian kan tidak kapabel, disini itu terjadi,
selain itu Kepala Dinas Kehutanan juga bukan orang kehutanan dan
beberapa Kepala Dinas lainnya. Bupati kadang tidak melihat
kompetensi pendidikan dan keahliannya dalam menempatkan
seseorang pada suatu jabatan.”52
Untuk mencapai biokrasi pemerintahan yang profesional adalah
dengan menempatkan pegawai pada posisi yang sesuai dengan
kompetensinya. Sehingga latar belakang pendidikan menjadi salah satu
acuan utama dalam melihat kompetensi pegawai, contohnya Dinas
Pertanian harusnya dijabat dari lulusan Pertanian. Tetapi yang terjadi di
beberapa instansi Dinas di Kabupaten Bone dijabat oleh pegawai yang
tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang mereka miliki. Hal
tersebut diklarifikasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bone SD selaku
ketua tim Baperjakat, ia mengatakan bahwa:
“Jadi pertama kita lihat latar pendidikannya apa, lalu kedua kita lihat
ada juga orang-orang dari akademik tapi biasanya tida bisa bekerja
di bidang pemerintahan, mereka cuma bisanya berteori saja kan, itu
kita lhat. Ada juga orang merasa dirinya pintar tapi tidak mampu
menerapkan ilmu-ilmunya itu kan, juga tidak mampu melaksanakan
tugas-tugasnya…..yah kita melihat kemampuannya sehari, terbukti
sekarang ini banyak sekali prestasi-prestasi, contoh kepala pertanian
skrng ini bukan dari pertanian tapi dari kehutanan, tapi prestasinya
banyak saat ini, hasilnya bagus. Jadi kita prioritskan kemampuan
sehari-sehari mereka”
51 LSM Kabupaten Bone
52 Wawancara dengan penulis pada tanggal 30 Agustus 2016
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Selain itu penempatan juga didasarkan atas pertimbangan
kemampuan manajerial yang dimiliki. Hal tersebut disampaikan oleh
Kepala Bidang Pengembang BKDD Kabupaten Bone, EH 53 , beliau
mengatakan:
“Kami melakukan mutasi memang berdasarkan atas loyalitas,
kepangkatan, serta kompetensi yang dimiliki. Untuk seorang
pimpinan SKPD tidak harus sesuai dengan disiplin ilmunya karena
dia hanya memanej. Karena itu kita melihat kemampuan
manajerialnya. Nah, kalau orang-orang yang ada dibawahnya itu
perlu sesuai dengan disiplin ilmunya karena mereka sifatnya
teknis.”54
Terkhusus bagi seorang pimpinan, untuk menggerakkan dan
mengatur bawahannya diperlukan kemampuan maajerial yang baik.
Sejalan dengan pernyataan diatas, AM juga mengatakan:
“Anda harus tahu jabatan eselon II itu adalah jabatan yang sifatnya
manejerial bukan jabtan teknis.Jadi  jabatan itu bertingkat ada
jabatan fungsional ada jabatan struktural. Ada namanya jabatan
setruktural eselon IV , ada namanya jabatan eselon III, ada namanya
jabatan eselon II atau pimpinan. Jabatan pimpinan ini kan lebih
banyak pada pengambilan kebijakan dan sentral manejerialnya.,
kalau jabatan eselon III itu taktis dan operasional, jadi itu harus
memang harus betul-betul  diperhitungkan, kalo bisa memang
diangkat di Dinas PU, harus benar-benar dari sarjana pembangunan,
atau kalau untuk Kabag hukum harus benar-benar dari sarjana
hukum. Kalo eselon II asalkan dia mampu memanage orang-
orangnya”55.
Kemampuan manejerial memang harus menjadi pertimbangan
utama untuk menetapakan kepala SKPD, karena sifatnya memang
manejerial yakni mengatur anggotanya untuk melaksanakan tugas yang
53 Kabid Pengembangan BKDD Kabupaten Bone
54 Wawancara dengan penulis pada tanggal 8 Agustus 2016
55 Wawancara dengan penulis pada tanggal 2 September 2016
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akan dilakukan. Dalam pengamatan penulis, pejabat-pejabat yang sifatnya
teknis (eselon III kebawah) memang kebanyakan diduduki oleh orang
yang sudah sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
5.1.3.2. Jenjang Kepangkatan
Dalam mekanisme pengangkatan seorang pejabat Aparatur Sipil
Negara sudah diatur dalam Undang-undang, yakni harus melalui jenjang-
jenjang kepangkatan yang telah ditetapkan berdasarkan masa dinas,
pendidikan, prestasi dan sebagainya. Berikut adalah jenjang kepangkatan
yang harus dilalui seorang pegawai negeri sipil.
Tabel 6. Eselon dan jenjang pangkat jabatan struktural
Eselon
Jenjang Pangkat, Golongan/Ruang
Terendah Tertinggi
Pangkat Gol/Ruang Pangkat Gol/Ruang
I.a Pembina UtamaMadya IV/d Pembina Utama IV/e
I.b Pembina UtamaMuda IV/c Pembina Utama IV/e
II.a Pembina UtamaMuda IV/c
Pembina Utama
Madya IV/d
II.b Pembina Tingkat I IV/b Pembina UtamaMuda IV/c
III.a Pembina IV/a PembinaTingkat I IV/b
III.c Penata Tingkat I III/d Pembina IV/a
IV.a Penata III/c PenataTingkat I III/d
IV.b Penata MudaTingkat I III/b Penata III/c
Sumber: UU No. 100 Tahun 2000
Berikut beberapa daftar nama Kepala Dinas yang diangkat ke
dalam jabatan struktural Pemda Kabupaten Bone.
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Tabel 7. Kepala Dinas yang Diangkat di Pemda Bone
Sumber: BKDD Kabupaten Bone
Dalam aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang jenjang
kepangkatan pejabat struktural pemerintah Kabupaten/Kota, seorang
kepala Dinas diduduki oleh pejabat dari eselon II.b yang pangkatnya
minimal Pembina tingkat I dan golongan IV/b serta maksimal pangkat
Pembina utama madya dan golongan IV/c. Sementara itu sesuai
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 untuk
No. Nama/NIP/Pangkat
Pangkat/
Golongan
Ruang
Jabatan
Lama Jabatan Baru
1.
Herman, SH, MH
NIP. 19620724 198912 1
008
Pembina Tk. I.
IV/b
Staf khusus
Bupati Bone
Kepala Dinas
Pendapatan Asli
Daerah
2.
Drs. Sudirman, S.St. M.Si
NIP. 19621110 199003 1
022
Pembina Tk. I.
IV/b
Staf khusus
Bupati Bone
Kepala Dinas
Pekerjaan Umum
dan Sumber
Daya Air
3.
Drs. Aswar
NIP. 19581223 198503 1
006
Pembina Tk. I.
IV/b
Staf Khusus
Sekretaris
Daerah
Kepala Dinas
Koperasi dan
UKM
4.
Drs. Rosalim Hab, S.Sos,
M.Si
NIP. 19590216 198003 1
013
Pembina Tk. I.
IV/b
Staf khusus
Bupati Bone
Kepala Dinas
Pendidikan
5.
Drs. H. Syafruddin
NIP. 19590401 198501 1
002
Pembina Tk. I.
IV/b
Staf Khusus
Asisten
Bidang Tata
Praja Setda
Bone
Kepala Dinas
Tata Ruang,
Pemukiman dan
Perumahan
6.
Drs. Asiswa
NIP. 19640830 199205 1
001
Pembina. IV/a
Staf Khusus
Asisten
Bidang Tata
Praja Setda
Bone
Kepala Dinas
Perhubungan
7.
Drs. Andi Fajaruddin, MM
NIP. 19650915 198603 1
018
Pembina Tk. I.
IV/b
Staf khusus
Bupati Bone
Kepala Dinas
Pengelolahan
Keuangan dan
Aset Daerah
8.
Ir. Wahidah, M.Si
NIP. 19681130 199403 2
006
Pembina. IV/a
Sekretaris
Dinas PU &
SDA
Kepala Dinas
Kelautan dan
Perikanan
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menduduki jabatan struktral dimungkinkan satu tingkat dibawah pangkat
dasar. Mengacu dari tabel daftar Kepala Dinas yang dilantik oleh Bupati
Bone, Andi Fahsar Padjalangi diatas sudah sesuai dengan regulasi
kepangkatan. Drs. Asiswa dan Ir. Wahidah, M.Si, yang menduduki jabatan
Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
yang memiliki golongan IV/a yang satu tingkat di bawah golongan IV/b jadi
sudah sesuai dengan ketentuan PP No. 100 Tahun 2002.
5.1.3.3. Loyalitas
Dalam suatu organisasi yang kita ibaratkan sebagai sebuah sistem,
dimana ketika ada salah satu perangkat dari sistem tersebut tidak berjalan
akan menyebabkan kerusakan sistem secara keseluruhan. Untuk
mengatasi hal tersebut dibutuhkan kerjasama dari setiap perangkat guna
menggerakkan sistem tersebut. Kerjasama ini bisa didapatkan karena
kepercayaan (trust) dan loyalitas dari tiap-tiap perangkat sistem. Sama hal
dalam sebuah birokrasi yang merupakan sebuah organisasi dimana
orang-orang yang duduk didalamnya harus bisa bekerjasama untuk
menjalankan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Hal ini juga yang sering
menjadi pertimbangan pimpinan dalam mengangkat anggota-anggotanya
yang didpilih dari orang-orang yang dianggap mampu berkerjasama
nantinya, sama halnya juga dalam melakukan mutasi di Kabupaten Bone
orang yang dianggap tidak mampu bekerjasama akan ditepikan dan akan
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mengedepankan orang-orang yang dianggap mampu mewujudkan visi
dan misi yang Bupati ingin jalankan. Seperti yang dikatakan oleh EH56:
“terlepas dari kompetensi seseorang, memang ada beberapa faktor
yang mempengaruhi tentang pengangkatan seorang pejabat. Kita
ibaratkan saja sebuah organisasi apakah bisa berjalan jika orang-
orang didalamnya tidak mampu bekerja sama, kan susah. Begitu
juga dalam birokrasi, kita mengambil orang-orang yang memang bisa
dipercaya sehingga bisa bekerjasama, jadi intinya itu pertama kita
melihat orang yang bisa diajak kerjasama, lalu kepercayaan, dan
terkahir setia. ketiga hal tersebut dijadikan pertimbangan utama
untuk membuat kinerja birokrasi kita bisa berjalan dengan lancar,
meskipun kita juga harus lihat faktor kompetensi yang mereka
miliki”57
Senada dengan pernyataan diatas, Inspektur Kabupaten Bone
AM58 juga mengatakan:
“menurut Pak Bupati ada visi misi yg dibawa, mau dicapai,  tentu
mencari orang yang cocok untuk menempati jabatan-jabatan tertentu
berdasarka pertimbangan Baperjakat  dan menurut pertimbangan
loyalitas dapat membantu Pak Bupati menjalankan visi misi tersebut,
makanya Bupati akan memilih orang-orangnya. Seandainya Anda
ketua senat pasti Anda akan mengangkat orang-orangmu untuk
membantumu. Jadi intinya loyalitas nomor satu, kalo kamu tidak loyal
yah mau bagaimana”59
Proses mutasi yang dilakukan di Kabupaten Bone menunjukkan
bahwa dalam mengangkat seorang pejabat dalam struktural
pemerintahan, yang menjadi pertimbangan utama adalah orang-orang
yang dianggap mempunyai loyalitas terhadap Bupati (pimpinan), sehingga
mereka mudah diajak bekerjasama sehingga dapat dipercaya dan setia.
56 Kabid Pengembangan Kabupaten Bone
57 Wawancara dengan penulis pada tanggal 7 Agustus 2016
58 Inspektur Kabupaten Bone
59 Wawancara dengan penulis pada tanggal 2 September 2016
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Hal ini memang berlawanan  dengan konsep birokrasi profesional  yang
digambar oleh Max Weber. Proses mutasi yang didasarkan spoil sistem
atau mutasi yang didasarkan karena faktor kekerabatan/kekeluargaan
ataupun hubungan pertemanan atau ada balas budi didalamnya. Karena
dengan menggunakan indikator diatas dalam melakukan mutasi jabatan
dalam birokrasi, kita bisa melihat praktik-praktik patrimornialisme dan
paternalisme didalamnya.
5.2. Peran Tim Sukses Dalam Mutasi Jabatan PNS di Pemerintah
Daerah Kabupaten Bone
Mutasi selalu menjadi bahan pembicaraan masyarakat, terutama
pasca dilantiknya seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah baru
pada suatu provinsi atau kabupaten/kota. Para pejabat yang ingin
mendapatkan jabatan mulai mendekatkan diri dengan pemimpin terpilih
sedangkan sebaliknya, pejabat yang tidak sejalan akan sulit untuk
mendapatkan jabatan yang strategis. Dari hal tersebut bisa membentuk
politisasi birokrasi secara tidak langsung. Politisasi birokrasi yang terjadi
terkait persoalan mutasi di pemerintahan daerah saat ini berkembang
cukup pesat seiring berlakunnya sistem desentralisasi dan sistem
demokrasi langsung dalam Pilkada. Seperti yang dikatakan AD60:
“Mutasi itu wewenang Bupati sebagai Pembina kepegawaian, tapi
sebelum mutasi dilakukan ada namanya Baperjakat, ada pertimbang
disana, pertimbangan itu menurut aturan main, ada masa kerja, ada
60 Wakil Bupati Bone
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pangkat dan golongan, ada pendidikan perjenjangan, ada macam-
macam. Jadi mutasi yg dilakukan mengacu dari situ, tapi memang
setelah diadakannya Pilkada langsung, mutasi itu tidak bisa lagi
murni banyak tendensi politik didalamnya”61
Pada Pilkada Kabupaten Bone tahun 2103, pasangan A. Fahsar
Padjalangi dan Ambo Dalle (Tafadal) didukung oleh tim sukses yang terdiri
dari kerabat dan keluarga serta empat Partai Politik pengusung yakni,
Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Keadilan Sejahtera (PKS),
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan Bangsa
(PKB) berhasil memenangkan Tafadal. Kemenangan yang diraih oleh
pasangan  Andi Fahsar Padjalangi dan Ambo Dalle berkat sumbangsih
dari tim sukses mereka. Maka tak heran beberapa dari merka diangkat ke
jabatan yang strategis di Pemda Bone, seperti Rosalim Hab yang
sekarang jadi Kepala Dinas Pendidikan, lalu ada A. Islamuddin menjadi
Kepala BKDD, selanjutnya Ir. Rifai Seguni dan Andi Sofyan diangkat
menjadi Direktur Perusda dan PDAM Bone dan beberapa lainnya 62 .
Mereka disinyalir merupakan tim loyalis Bupati pada Pilkada lalu.
Pengangkatan Rosalim Hab menjadi Kadis pendidikan meskipun pada
periode Bupati sebelumnya sempat dinonjobkan karena terlibat kasus
hukum tapi diangkat lagi setelah Andi Fahsar, hal itu tidak lepas karena
Rosalim Hab merupakan salah satu tim pemenangan Bupati sehingga
dianggap berjasa. Hal tersebut diungkapakan  oleh MR63 :
61 Wawancara dengan penulis pada tanggal 18 Agustus 2016
62 Dapat dilihat pada http://www.karebaonline.com/2013/07/bupati-bone-mutasi-48-pejabat-
eselon-ii.htmldiakses pada tanggal 10 september 2016
63 LSM Kabupaten Bone
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“kesan balas jasa politik yang Bupati lakukan sangat kelihatan,
contohnya dengan mengangkat pak Rosalim jadi Kadis Kesehatan
meskipun Beliau sempat punya kasus hukum. Hal itu dilakukan
mungkin karena pertimbangan pak rosalim merupakan tim
pemenangan Bupati pada Pilkada lalu”64
Selanjutnya dalam proses mutasi di Kabupaten Bone tidak terlepas
dari peran tim sukses dalam mempengaruhi keputusan Bupati. Beberapa
tim sukses yang memiliki akses lebih kepada Bupati mengajukan nama-
nama untuk diberikan jabatan yang lebih strategis di Pemda Kabupaten
Bone, seperti istri dari Rosalim Hab yakni Syamsiar yang diangkat menjadi
camat Tanette Riattang Timur. Seperti yang diungkapkan oleh akademisi
Kabupaten Bone RN65:
“mungkin dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan
Bupati tidak lepas dari masukan-masukan dari tim Beliau, beberapa
nama pegawai diusulkan kepada Bupati,…..seperti ibu Syamsiar
yang diangkat jadi Camat Tanette Riattang Timur, mungkin karena
faktor dia istrinya pak Rosalim serta juga adik dari Bapak Nurdin
Halid” 66
Peran dari tim sukses Bupati dalam menyarankan nama-nama
kepada Bupati untuk diberikan jabatan yang lebih strategis menimbulkan
kesan intervensi politik yang terjadi dalam proses birokrasi. Menurut John
Walke yang dimaksud dengan peran dalam Kamus Analisa Politik
diartikan sebagai perilaku yang diharapkan akan dilakukan seseorang
yang menduduki posisi tertentu. Teori ini berasumsi bahwa sebagian
besar perilaku politik adalah sebagai akibat dari tuntutan atau harapan
64 Wawancara dengan penulis pada tanggal 30 Agustus 2016
65 Dosen Stain Watampone
66 Wawancara dengan penulis pada tanggal 12 Agustus 2016
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terhadap peran yang dipegang oleh seorang aktor politik67. Hal tersebut
dilakukan Bupati karena merupakan tuntutan politik dari tim-tim
pemenangannya dari proses politik yang terjadi sebelumnya.
Selanjutnya apabila Bupati menyetujui atas masukan nama yang
diusulkan oleh tim suksesnya, maka Bupati Bone menulis disposisi perihal
penempatan seseorang dalam suatu jabatan tertentu yang ditujukan
kepada para tim Baperjakat. Selanjutnya Baperjakat melakukan rapat
dengan materi sesuai perintah Bupati sampai pembuatan keputusan
pengangkatan pejabat. Selanjutnya nama-nama yang sudah digodok oleh
tim Bapejakat akan kembali diajukan ke Bupati untuk disetujui dan dilantik.
Syamsiar juga merupakan adik kandung dari Nurdin Halid yang
merupakan ketua tim pemenangan Golkar Indonesia Timur. Partai Golkar
merupakan partai dari Andi Fahsar Padajalangi yang juga menjadi
pengusung Beliau. Dari fakta diatas menimbulkan kesan ada balas jasa
politik serta munculnya istilah tiitipan dalam proses mutasi. Tetapi hal
tersebut tidak dibenarkan oleh AI68, salah satu ketua tim pememangan
pasangan Tafadal dari partai Golkar, Beliau mengatakan:
“saya pikir Bupati dalam mengangkat seorang pejabat dalam
struktural pemerintahan murni karena faktor kompetensi, dilihat dari
kredibilitasnya ataupun acceptabilitasnya. Ndak ada istilah balas jasa
politik didalamnya atau titipan-titipan. Kami juga dari tim pemenangan
tidak pernah  melakukan pembicaraan sebelumnya dengan Bupati
terkait posisi di birokrat, tidak ada istilah bargaining, kami murni
67 Jack C. Plano, Robert E. Ringgs dan Helena S. Robin, 1996, Kamus Analisa Politik, Jakarta:
Rajawali, hal. 226.
68 Ketua tim pemenangan Bupati dari Parta GOLKAR
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mengusung Beliau, karena kami menganggap Beliau adalah orang
yang tepat memimpin Kabupaten Bone ini. 69
Ketika ada intervensi politik dalam proses mutasi menjadikan
posisi birokrasi menjadi tidak netral sehingga membuat kinerja tidak
berjalan dengan lancar. Melihat dari pernyataan diatas tidak ada
intervensi yang dilakukan partai pengusung  dalam proses mutasi yang
dilakukan Bupati. Meskipun dari beberapa opini yang penulis temukan di
lapangan dalam proses mutasi yang terjadi di Kabupaten Bone banyak
pihak-pihak yang turut mempengaruhi keputusan Bupati.
Dalam birokokrasi ideal yang diungkapakan Weber, bahwa PNS
harusnya dipilih atas dasar kriteria prestasi, bukan kriteria askriptif seperti
kasta, ras, kelas, atau bahasa. Namun, faktanya masih ada landasan lain
yang digunakan selain merit system yakni kriteria politik. Menurut Malayu
S. P. Hasibun ada tiga dasar/landasan pelaksanaan mutasi karyawan
yaitu merit system, seniority system, dan spoiled system”. Merit system
adalah mutasi karyawan yang di dasarkan atas landasan yang bersifat
ilmiah, objektif, dan hasil prestasi kerjanya. Merit system ini merupakan
dasar mutasi yang baik karena output dan produktifitas kerja meningkat,
semangat kerja meningkat, jumlah kesalahan yang diperbuat menurun,
absensi dan disiplin karyawan semakin baik, jumlah kecelakaan akan
menurun. Adapun seniority system adalah mutasi yang didasarkan atas
landasan masa kerja, usia, dan pengalaman kerja dari karyawan
bersangkutan. Sistem mutasi ini tidak objektif karena kecakapan orang
69 Wawancara dengan penulis pada tanggal 1 Agustus 2016
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yang dimutasikan berdasarkan senioritas belum tentu mampu memangku
jabatan baru. Sedangkan spoil system adalah mutasi yang didasarkan
atas landasan kekeluargaan atau hubungan invidu karena pertemanan
atau balas jasa. Sistem mutasi seperti ini kurang baik karena didasarkan
atas pertimbangan suka atau tidak suka.
Munculnya sifat paternalisme dalam mutasi karena memang ada
kondisi saling membutuhkan antara Bupati dan PNS. Bupati yang
memerlukan dukungan baik suara maupun material, membutuhkan
dukungan dari PNS, PNS pun sebagai pejabat birokrasi menginginkan
adanya peningkatan posisi jabatan dalam kariernya, oleh karena itu,
munculnya kondisi dimana ada simbiosis mutualisme antara pejabat politik
dan pejabat birokrasi. Sehingga hal tersebut berdampak pada mutasi yang
dilakukan sehingga tidak hanya merit system yang menjadi landasan,
namun adanya pertimbangan lain diluar merit system. Jadi sebenarnya
proses mutasi yang dilakukan oleh di Kabupaten Bone dalam merekrut
pegawai tidak terlepas dari kompetensi yang dimiliki serta loyalitas tinggi.
Sehingga Bupati dalam memilih pegawainya tidak hanya membutuhkan
orang hanya mempunyai kompetensi, namun juga loyalitas yang guna
mewujudkan visi dan misi yang telah dijanjikan sebelumnya. Hal tersebut
juga diungkapakan oleh RN70, Beliau mengatakan71:
”dalam suatu organisasi itu dek, memang kompetensi merupakan hal
yang harus dimiliki, tetapi yang lebih penting itu loyalitas. Meskipun
kesannya tidak profesional akan tetapi tidak bisa dipungkiri juga
70 Dosen STAIN Watampone
71 Wawancara dengan penulis pada tanggal 12 Agustus 2016
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untuk mengerjakan sesuatu memang kita butuh orang-orang yang
memang kita kenal karena kita yakin mereka pasti loyal. Jadi
menurut saya pribadi proses mutasi di Kabupaten Bone itu yah,
wajar-wajar saja".
Inti dari birokrasi yang baik adalah ketika mampu mencapai tujuan
yang sudah ditetapkan sebelumnya. Bahwa tuntutan reformasi birokrasi
untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan
kondisi dimana masyarakat semakin responsif terhadap tindak tanduk
pejabat pemerintahan. Tentunya menjadikan pemerintah akan semakin
meningkatkan pelayanannya. Meskipun diantara mutasi yang dilakukan
ada pertimbangan lain selain merit system. Bahwa mutasi dengan
landasan atau pertimbangan politis merupakan tuntutan yang berbeda
dengan tuntutan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Sehingga
pejabat politik tentunya akan mengupayakan agar stabilitas pemerintahan
tetap terjaga.
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BAB V
PENUTUP
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab
ini penulis akan menguraikan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti,
bergandengan dengan saran yang diberikan terhadap objek penelitian,
keduanya  akan dipaparkan sebagai berikut.
6.1. Kesimpulan
1. Mutasi dilakukan di Kabupaten Bone untuk penyegaran agar
meningkatkan produktivitas para pejabat sehingga merangsang
untuk meningkatkan kinerja pejabat serta evaluasi untuk
memperbaiki penempatan yang tidak memuaskan.
a. Mutasi jilid pertama dilakukan oleh Bupati Bone Andi Fahsar
Padjalangi dilakukan pada tanggal 9 Juli 2016, sebanyak 48
pejabat eselon II yang digeser di jabatan pemerintah daerah.
Proses mutasi pertama yang terjadi di Kabupaten Bone tidak
lepas dari konstestasi Pilkada sehingga menunjukkan ada politik
balas jasa di dalamnya, beberapa pegawai yang merupakan tim
loyalis pemenangan Bupati Andi Fahsar M Padjalangi
menduduki jabatan penting. Selanjutnya pada mutasi tanggal 30
Juli 2013 sebanyak 234 pegawai yang dilantik dan bergeser dari
jabatan. Proses mutasi yang terjadi banyak yang tidak sesuai
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regulasi tentang proses. Pegawai yang didemosi lebih karena
pertimbangan like or dislike yang dilakukan Bupati.
b. Mutasi jilid kedua yang dilakukan Bupati pada tanggal 6
Februari2015. Proses mutasi yang dilakukan pada jilid kedua ini
cenderung dilandasi akan kepetingan politik di dalamnya
dengan merangkul kembali beberapa lawan politik dilakukan
untuk persiapan menghadapi Pilkada 2018 yang akan datang
serta ada kesan intervensi politik dalam mempengaruhi
keputusan Bupati untuk menempatkan beberapa pejabat
pemerintahan di posisi yang strategis, dengan mengangkat
beberapa pejabat karena pengaruh intervensi pihak dari luar.
c. Baperjakat merupakan tim yang dibentuk untuk menjamin
kualitas dan objektifitas dalam pelaksanaan mutasi. Bapejakat
yang dibentuk untuk menyeleksi pegawai di Pemda Kabupaten
Bone karena pertimbangan loyalitas yang diutamakan dari
pegawai lalu memiliki jenjang kepangkatan yang sudah sesuai
dan terkadang kompetensi keilmuwan di kesampingkan  .
2. Tim sukses atau tim loyalis yang berjasa dalam memenangkan
Bupati saat Pilakda cukup berperan dalam proses mutasi di
Kabupaten Bone, sehingga banyak dari mereka diberikan jabatan
struktural di Pemerintahan daerah kabupten Bone. Selain ada
beberapa pegawai yang ditempatkan ke jabatan strategis karena
ada intervensi dari tim pemenangan dalam mempengaruhi
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keputusan Bupati. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam
proses mutasi yang dilakukan Bupati Kabupaten Bone tidak
berlandaskan meryt system lebih ke spoil system. Sistem mutasi
yang dilakukan lebih karena faktor kekerabatan dan hubungan
pertemanan serta balas budi dari kontestasi saat Pilkada. Sehingga
Bupati dalam memilih pegawainya tidak hanya membutuhkan orang
hanya mempunyai kompetensi, namun juga loyalitas guna
mewujudkan visi dan misi yang telah dijanjikan sebelumnya.
6.2. Saran
Berdasarkan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan
beberapa saran, yakni:
1. Dalam pelaksanaan mutasi pegawai negeri di Pemerintah
Daerah Kabupaten Bone sebaiknya lebih didasarkan pada merit
system yaitu berdasarkan penilaian prestasi kerja pegawai agar
dapat meningkatkan produktivitas pegawai bukan karena faktor
like or dislike sehingga dapat memperluas wawasan,
pengalaman, dan kemampuan dari pegawai.
2. Tim Baperjakat harus betul-betul memperhatikan latar belakang
pegawai negeri sipil (PNS) ketika ingin menempatkan seorang PNS
di sebuah unit kerja tertentu agar mampu bekerja secara
professional sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam roda
96
pemerintahan Kabupaten Bone. Dan perlu tim konsultan
Independent untuk mengawasi kinerja Baperjakat.
3. Sebaiknya dalam birokrasi pemeintahan daerah tidak ada intervensi
politik didalamnya sehinga bisa membuat posisi birokrasi yang
netral
4. Dalam pelaksanaan Mutasi Kabupaten Bone kedepan diharapakan
menggunakan Undang-Undang ASN 2014, dengan melakukan
seleksi terbuka (lelang jabatan) sehingga dalam menempatkan
pegawai sesuai dengan kompetensi, rekam jejak yang baik, dan
integritas moral yang terjamin.
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